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Abstrak 

 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima 

kepada semua warganya. Pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 72 Tahun 2022 sebagai dasar hukum penerapan Identitas Kependudukan 

Digital (IKD). Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan 

penyelenggaraan penerbitan identitas kependudukan digital di Dinas 

Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field Research) dan pengambilan data ini diperoleh melalui 

teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari 

subjek penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelayanan penerbitan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang 

signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD, masih 

terdapat tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan 

wawancara dengan pejabat terkait, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik, namun rendahnya tingkat kesadaran 

masyarakat dan keterbatasan akses terhadap teknologi (seperti internet yang tidak 

stabil) menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. 

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Identitas Kependudukan Digital 
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Abstract 

 

The government has a responsibility to provide excellent service to all its 

citizens. The government implements the Regulation of the Minister of Home Affairs 

Number 72 of 2022 as the legal basis for the implementation of Digital Population 

Identity (IKD). The purpose of the study was to analyze the implementation of 

digital population identity issuance services at the Population and Civil 

Registration Office of Pekanbaru City. This type of research is field research and 

data collection is obtained through interview techniques by obtaining information 

and opinions from research subjects. 

The results of the study show that the implementation of Digital Population 

Identity (IKD) issuance services at the Population and Civil Registration Service 

(Disdukcapil) of Pekanbaru City shows that although there are significant efforts 

to increase community participation in IKD activation, there are still challenges 

that affect the implementation of this policy. Based on interviews with related 

officials, it can be concluded that the socialization process carried out by the 

government is quite good, but the low level of public awareness and limited access 

to technology (such as unstable internet) are the main obstacles in the 

implementation of this policy. 

 

Keywords: Public Services, Digital Population Identity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pekerjaan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut pelayanan 

(Harbani, 2016). Artinya, dalam konteks ini, memenuhi kebutuhan dasar dan hak 

sipil setiap warga negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan kepada semua warganya. Namun, faktanya adalah bahwa keadaan 

penyelenggaraan pelayanan di Indonesia masih kurang efisien dan efektif, dan 

sumber daya manusia masih kurang. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan, fungsi yang diwajibkan dalam 

pelaksanaan program pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Hal ini akan berfungsi sebagai tolak ukur tata kelola pemerintahan 

yang baik, atau good governance. Pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat (Nengtias et al., 2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, 

dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah dasar yang digunakan pemerintah 

untuk memulai penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 

2022. Konsep Identitas Kependudukan Digital (IKD) mengacu pada penggunaan 

sistem informasi dan teknologi untuk mengelola data identitas penduduk melalui 

smartphone. IKD dapat didownload melalui playstore maupun appstore. 

Gambar I.1 : Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 
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Dari Gambar I.1 di atas menunjukkan bahwa aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) memiliki rating Bintang satu yang cukup banyak 

sehingga mengakibatkan rating sebesar 3,4 dari 5. Sekitar 48 ribu orang telah 

memberikan feedback tentang penggunaan inovasi IKD, namun lebih dari 

setengahnya memberikan feedback yang kurang positif. 

Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan untuk masyarakat yang 

menghasilkan suatu jasa publik berupa administratif dan menjadi tanggung jawab 

bagi pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa 

instansi pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan berwenang 
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dalam melaksanakan pelayanan dan urusan administrasi kependudukan. Pada 

aplikasi IKD ini terdapat dokumen kependudukan KTP-el serta Kartu Keluarga 

digital serta terdapat dokumen lainnya yang secara otomatis dapat diakses misalnya 

Kartu Vaksin Covid-19, NPWP, BPJS, DPT Pemilu 2024. Dengan adanya IKD ini 

pelayanan administrasi kependudukan menjadi mudah, cepat, efektif dan efisien 

serta menghemat anggaran pengadaan blangko, ribbon, film dan cleaning kit serta 

tidak tergantung pada vendor karena dikembangkan sendiri oleh Ditjen Dukcapil, 

tidak memerlukan anggaran khusus dalam pembangunan sistem IKD serta 

menurukan biaya verifikasi data pada pelayanan publik karena menghilangkan 

peran middle man. Bentuk pelayanan ini merupakan inovasi dari Ditjen Dukcapil 

Kemendagri yang sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Seiring dinamika perkembangan jumlah penduduk serta tuntutan tertib 

administrasi dibanyak lini pelayanan publik, maka pelayanan dokumen 

kependudukan menjadi isu penting. Terus meningkatnya jumlah penduduk dari 

waktu ke waktu, terutama di wilayah perkotaan, menyebabkan meningkatnya 

permintaan terhadap pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. Peningkatan 

permintaan juga didukung oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap 

keuntungan dari arsip kependudukan, misalnya, 1) memberikan kejelasan 

kepribadian dan status bagi penduduk, 2) memberikan kepastian yang sah, 3) 

memberikan jaminan hukum dan pelipur lara bagi pemiliknya, lebih jauh lagi 4) 

memberikan keuntungan bagi motivasi peraturan dan administrasi publik lainnya 

(Sasongko, 2023). 
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Identitas Kependudukan Digital dioperasikan secara terintegrasi dengan 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah sistem 

informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dirancang untuk 

mengatur sistem administrasi kependudukan Indonesia, yang mencakup pendataan 

penduduk dan pencacatan sipil. Menurut Pasal 16 (2) Permendagri Nomor 72 Tahun 

2022, "penyelenggaraan identitas kependudukan digital sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terintegrasi dengan SIAK terpusat". Dengan adanya Permendagri 

tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuat suatu inovasi 

pelayanan atau terobosan baru. Inovasi sendiri memiliki arti proses pembaharuan 

terhadap sesuatu yang muncul karena ide-ide kreatif sebuah kelompok atau 

individu. Inovasi yang dimaksud dalam hal ini adalah inovasi yang berkenaan 

dengan pelayanan administrasi kependudukan, yang membawa suatu perubahan 

terhadap model pelayanan tersebut. Berbicara tentang inovasi sama dengan 

berbicara tentang pendayagunaan teknologi, dimana keduanya memiliki keterikatan 

yang sangat erat. 

Fenomena yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat 

sangat ingin memiliki dokumen KTP, tetapi pelayanan yang diberikan belum 

memenuhi harapan di tengah-tengah masyarakat. Berbagai kendala muncul dalam 

usaha menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas. 

Beberapa masalah terkait pelaksanaan KTP Digital yang berbasis aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

teknologi dan informasi. Salah satu masalahnya adalah kurangnya sosialisasi dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang membuat masyarakat tidak 
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menyadari bahwa pembuatan KTP saat ini telah menggunakan aplikasi. Akibatnya, 

banyak masyarakat masih tidak tahu bagaimana membuat KTP digital berbasis 

IKD. Misalnya, fenomena penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2023) 

menunjukkan adanya masalah di dalam inovasi pelayanan e-KTP berbasis digital 

pada Disdukcapil Kota Tangerang adalah masalahnya dalam hal kesadaran di 

tengah tengah masyarakat untuk pembuatan e-KTP berbasis digital didasari oleh 

faktor alat yang kurang mendukung seperti tidak mempunyai smartphone tidak 

seluruhnya dimiliki oleh masyarakat, smartphone di perlukan untuk menampilkan 

atau menunjukan kepemilikan e-KTP digital dan kesadaran yang kurang juga di 

dasari oleh faktor waktu luang yang tidak ada karena masyarakat cenderung 

mempunyai waktu luang di hari sabtu atau minggu sedangkan pelayanan 

Disdukcapil hanya melayani senin sampai jumat. Demikian juga e-KTP digital 

tidak seluruhnya di mengerti oleh masyarakat terutama bagi lansia karena kurang 

mengikuti transformasi dalam dunia teknologi dalam membuatan e-KTP digital dan 

menampilkannya lewat teknologi digital yang ada. 

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, pemerintah kota Pekanbaru 

memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dengan 

berbagai macam kebutuhan dan tuntutan. Berdasarkan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah 

di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dari tahun 2021 hingga 

2023, tren peningkatan jumlah penduduk Kota Pekanbaru menunjukkan 

peningkatan yang stabil, menunjukkan potensi pertumbuhan dan perkembangan 
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sebagai pusat ekonomi dan sosial. Peningkatan jumlah penduduk juga dapat 

menjadi indikator penting bagi penyelenggaraan pelayanan publik, untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Untuk lebih jelasnya, 

lihat tabel berikut: 

Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023 

 

No Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Penduduk 

1 2021 500.330 494.255 994.585 

2 2022 506.231 501.309 1.007.540 

3 2023 564.628 558.720 1.123.348 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024 

 

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kota Pekanbaru mengalami 

peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah penduduknya 

mencapai 994.585 jiwa, dengan 500.330 penduduk laki-laki dan 494.255 penduduk 

perempuan. Tahun berikutnya, yaitu 2022, jumlah penduduk Kota Pekanbaru 

meningkat menjadi 1.007.540 jiwa, terdiri dari 506.231 penduduk laki-laki dan 

501.309 penduduk perempuan. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 

 

1.123.348 jiwa, dengan 564.628 penduduk laki-laki dan 558.720 penduduk 

perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kota 

Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada peningkatan yang signifikan 

dalam jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari tahun 2021 hingga 2023. Kepala 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Irma Novrita, 

menyatakan bahwa sebagian besar penduduk Kota Pekanbaru belum melakukan 

registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pertengahan Desember 2022 lalu, 

aktivasi atau registrasi IKD dimulai, dengan target sebesar 25% dari total penduduk 
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wajib e-KTP. Hingga saat ini, hanya sekitar 9% dari total penduduk wajib e-KTP 

yang telah melakukan aktivasi, dengan 74 ribu orang di Pekanbaru lebih dari total 

798.843 orang yang harus memiliki e-KTP. Ini penting karena seluruh lapisan 

masyarakat harus terlibat dalam adopsi teknologi dan memanfaatkan layanan 

pemerintah, termasuk IKD, untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. 

Akibatnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD harus 

ditingkatkan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk 

alasan ini, dia terus mengimbau masyarakat agar IKD segera diaktifkan di UPTD 

Kecamatan (Olivia, 2023). Salah satu upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru dalam meningkatkan program aktivasi IKD bagi masyarakat 

adalah mengadakan layanan weekend khusus untuk perekaman pemula dan aktivasi 

identitas kependudukan digital. Layanan ini berlangsung setiap hari Sabtu, mulai 

pukul 08.30 - 12.00 WIB. 

Tabel I.2 : Jumlah Penduduk Wajib e-KTP Melakukan Aktivasi IKD di Kota 

Pekanbaru Tahun 2022-2023 

 

Tahun 

Total 

Penduduk 

Wajib e-KTP 

Target Aktivasi 

IKD 

Capaian 

Aktivasi IKD 

Sudah 

Aktivasi IKD 

2022 786.433 25% 196.608 9% 70.779 

2023 798.843 30% 239.653 31% 247.641 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 Kota Pekanbaru memiliki total 

penduduk wajib e-KTP sebanyak 786.433 orang. Target aktivasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) pada tahun tersebut ditetapkan sebesar 25% dari total 

penduduk wajib e-KTP, atau setara dengan 196.608 orang. Namun, capaian aktivasi 

IKD hanya mencapai 9%, dengan jumlah warga yang telah melakukan aktivasi 
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sebanyak 70.779 orang. Pada tahun 2023, jumlah penduduk wajib e-KTP di Kota 

Pekanbaru meningkat menjadi 798.843 orang. Target aktivasi IKD juga dinaikkan 

menjadi 30% dari total penduduk wajib e-KTP, atau sebanyak 239.653 orang. 

Capaian aktivasi IKD pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1% dari 

target, dengan realisasi sebesar 31%, atau sebanyak 247.641 orang yang telah 

menerbitkan IKD. Sisanya, sebanyak 551.202 orang, belum melakukan aktivasi 

IKD. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam aktivasi 

IKD, partisipasi masyarakat dalam mengadopsi teknologi IKD masih belum 

optimal. Hal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) sendiri mendapatkan banyak penilaian bintang satu 

dari penggunanya, yang menyebabkan rating aplikasi hanya sebesar 3,4 dari 5. Dari 

sekitar 48 ribu orang yang memberikan umpan balik tentang penggunaan aplikasi 

IKD, lebih dari setengahnya memberikan respons yang kurang positif. Hal ini 

menunjukkan adanya kendala dalam implementasi aplikasi IKD, baik dari segi user 

experience maupun performa teknis, yang berdampak pada rendahnya kesadaran 

dan partisipasi masyarakat dalam mengadopsi teknologi ini. 

Salah satu faktor yang menyebabkan persentase aktivasi IKD yang rendah 

di Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengetahuan tentang aplikasi IKD dan 

kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan aktivasi. Kepala Disdukcapil 

Kota Pekanbaru telah mengungkapkan secara langsung kepada cakaplah.com 

bahwa "Rendahnya capaian aktivasi IKD dikarenakan kurangnya partisipasi warga 

untuk melakukan registrasi baik di Disdukcapil setempat maupun di Unit Pelaksana 

Teknik Dinas (UPTD) yang tersebar di 15 Kecamatan", serta "Bahkan dalam satu 
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hari itu tidak ada (yang melakukan registrasi di UPTD)"(Susanti, 2023). Akibatnya, 

capaian aktivasi IKD di Kota Pekanbaru Disdukcapil Kota Pekanbaru terus 

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk 

menggunakan aplikasi IKD ini. 

Gambar I.2 : Display Identitas Kependudukan Digital 
 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terlihat dalam gambar 

 

1.2 di atas adalah inovasi digital yang diluncurkan untuk mempermudah 

pengelolaan data kependudukan masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan pengguna 

untuk menyimpan dan mengakses informasi penting seperti data pribadi, data 

keluarga, dan dokumen administrasi lainnya secara digital, menggantikan 

kebutuhan akan KTP fisik. Di dalam aplikasi, pengguna dapat melihat biodata 

lengkap, memeriksa informasi keluarga, dan mengakses dokumen penting seperti 
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KTP Elektronik yang tersedia dalam format digital. Selain itu, fitur Histori Aktivitas 

memungkinkan pengguna untuk melacak berbagai aktivitas yang terkait dengan 

data kependudukan mereka. Salah satu fitur utama adalah QR Code, yang 

memungkinkan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara cepat dan 

aman. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam 

proses administrasi kependudukan serta mendukung penggunaan teknologi digital 

dalam layanan publik. Dengan adanya aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses 

layanan administrasi kependudukan dengan lebih mudah, mempercepat proses 

registrasi, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan hilang 

atau rusak. 

Untuk mengatasi masalah ini, Disdukcapil Kota Pekanbaru terus berupaya 

meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap aplikasi IKD dengan berbagai cara. 

Salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi melalui berbagai platform 

media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Pendekatan ini 

sangat relevan mengingat masyarakat, terutama kaum muda, lebih aktif di media 

sosial dan bisa lebih mudah dijangkau melalui saluran tersebut. Sosialisasi melalui 

media sosial diharapkan dapat menarik perhatian dan memberikan pemahaman 

yang lebih baik mengenai manfaat dan urgensi aplikasi IKD. 

Urgensi aplikasi IKD ini sendiri sangat penting karena menjadi bagian dari 

KTP Elektronik yang mempermudah proses administrasi kependudukan. Dengan 

menggunakan aplikasi IKD, warga Kota Pekanbaru bisa mengakses berbagai 

layanan secara digital, yang tentunya lebih praktis dan efisien. Namun, untuk 

mempercepat proses aktivasi, fokus utama harus diberikan kepada kaum muda yang 
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lebih terbiasa dengan teknologi dan memiliki akses ke perangkat digital seperti 

ponsel pintar. Sementara itu, bagi kaum lansia yang cenderung mengalami kesulitan 

dalam penggunaan teknologi karena faktor fisik dan keterbatasan lainnya, perlu 

pendekatan yang berbeda atau bahkan memprioritaskan mereka dalam bentuk 

layanan langsung di kantor Disdukcapil. 

Selain itu, Disdukcapil juga telah menyediakan penjelasan lebih lanjut 

mengenai IKD melalui website resmi mereka. Website ini memberikan informasi 

lengkap tentang apa itu IKD, bagaimana cara menggunakannya, dan langkah-

langkah registrasi yang perlu dilakukan, baik di Disdukcapil maupun di UPTD. Ini 

bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat agar 

mereka tidak merasa kebingungan ketika ingin melakukan registrasi. 

Walaupun aplikasi IKD bisa diunduh melalui PlayStore, masyarakat tetap 

harus datang langsung ke UPTD Disdukcapil untuk melakukan registrasi dan 

aktivasi aplikasi tersebut. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan 

bahwa data yang dimasukkan benar dan valid. Oleh karena itu, meskipun proses 

unduhan aplikasi sudah dapat dilakukan dengan mudah, partisipasi langsung dari 

masyarakat di UPTD masih diperlukan untuk menyelesaikan tahapan registrasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan 

Penyelenggaraan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (Studi di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, penelitian 

ini merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan penerbitan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Pekanbaru? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi capaian aktivasi Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) di Kota Pekanbaru? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan 

penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

 

a. Secara Teoritis 

 

Penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori administrasi yang 

didapat oleh penulis dengan menghubungkannya pada kenyataan 

praktek dilapangan. 
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b. Secara Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan 

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru agar 

dapat mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan yang semakin baik 

kepada publik. 

c. Secara Akademis 

 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi 

keperpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau khususnya jurusan Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi 

rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ruang lingkup yang 

sama. 
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BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

A. Studi Kepustakaan 

 

Pada dasarnya, studi pustaka adalah proses melakukan tinjauan umum dari 

literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Studi 

kepustakaan dapat memberikan pembacanya gambaran umum tentang 

pengetahuan, isi dari literatur yang ditinjau, dan juga menjawab pertanyaan dasar 

dari teori yang mendasari penelitian (Gumilang, 2024). 

1. Kebijakan Publik 

 

Kepustakaan internasional menggunakan istilah "public policy" untuk 

menggambarkan kebijakan publik. Pemerintah harus membuat kebijakan publik 

jika ada tujuan yang ingin dicapai dan masalah publik yang harus diselesaikan. 

Kebijakan adalah sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat yang bertujuan 

untuk menjaga dan membatasi perilaku masyarakat. Karena mereka yang membuat 

kebijakan harus mengetahui dan memeriksa masalah masyarakat terlebih dahulu. 

Masyarakat adalah sumber utama dalam penyusunan kebijakan publik. Kebijakan 

ini untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, 

efesiensi dan administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan 

etika dan moral. 

Friedrich dalam (Agustino, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik 

sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, 

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu ,dimana terdapat hambatan- 
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hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam 

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan pengertian 

kebijakan publik itu sendiri menurut (Nugroho, 2018) mengatakan kebijakan publik 

adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka lakukan dan 

hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Menurut Laswell 

dalam (Nugroho, 2018) menyatakan, kebijakan publik adalah suatu program yang 

diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-

praktik tertentu. Disamping itu Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh 

penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern yakni sebagai label untuk 

sebuah bidang aktifitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas negara yang di 

harapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas 

formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori atau 

model dan juga sebagai proses (Parsons, 2017). 

Berdasarkan pendapat para ahli, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah, baik 

pejabat maupun instansi pemerintah, untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi 

setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai 

dengan lancar dan konsisten. 

 

2. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2017) 

menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses 
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kebijakan setelah penetapan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur dan bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam meraih tujuan-

tujuan kebijakan atau program-program pemerintah. Implementasi merupakan 

fenomena yang kompleks sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun 

sebagai dampak (outcame). 

Terdapat 6 variabel dalam Van Meter dan Van Horn dalam model 

implementasi kebijakan yaitu mengenai sasaran kebijakan, sumber daya, 

komunikasi, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana serta kondisi 

ekonomi, sosial, politik (Syahruddin, 2019). Sedangkan menurut George C. 

Edward III "Without powerful execution the choice of policymakers won't be 

completed sucessfully" sehingga perlu diperhatikan empat isu pokok agar 

implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, yaitu komunikasi 

(communication), sumber daya (resources), disposisi atau perilaku (dispotition or 

attitudes), serta struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Nugroho, 2018). 

Model manajemen implementasi menurut (Nugroho, 2018) 

menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks 

manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika 

kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, 

melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan 

pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan dalam menejemen 

implementasi kebijakan dapat disusun melalui: implementasi strategi, 

pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian. 
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Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa 

yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan 

atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, 

implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, 

misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu 

masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan 

makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-

usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi 

Kabupaten, Kecamatan, pemerintah desa. 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah 

pelaksanaan kegiatan administrasi yang memiliki legitimasi hukum. Dalam 

pelaksanaan kebijakan, berbagai elemen harus bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi adalah langkah-langkah yang 

diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah juga harus mempertimbangkan 

apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi 

masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan 

masyarakat atau bahkan merugikan mereka. 

Dari definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut (minimal) tiga hal yaitu: 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, 2) 

adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan 3) adanya hasil kegiatan. 

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kegiatan melakukan suatu 
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kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

 

3. Model Implementasi Kebijakan 

 

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang banyak 

dipergunakan dalam literatur ilmu kebijakan publik. Diataranya beberapa model 

implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dengan Direct and Indirect 

Impact on Implementation, Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan A Model 

of the Policy Implementation Procces, Merille S.Grindle dengan implementation as 

A political and Administrative process, dan Thomas B. Smith dengan The Policy 

Implementation Procces. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 

elaborasi model implementasi kebijakan yang mana peneliti memilih teori yang 

dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti yaitu teori 

George C. Edward III. Tujuannya yaitu untuk mengarahkan peneliti agar lebih 

fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini. 

Edward III dalam (Nugroho, 2018) menegaskan bahwa masalah utama 

administrasi publik adalah lack of attention to implementation (kurangnya perhatian 

pada implementasi) model yang ia namakan dengan direct and indirect impact on 

implementation, menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar 

implementasi kebijakan menjadi efektif, diantara: 

a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan 

dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program 

(kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). 
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Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang 

menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang 

lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam 

setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu 

berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”. 

Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan 

implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat 

diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut 

membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat 

dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: 

1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui 

beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian 

(miskomunikasi). 

2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah 

jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya 

perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah 

ditetapkan (tidak tepat sasaran). 

3) Konsistensi, perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten 

dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan 

pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai. 

b. Sumber daya, yaitu menunjukan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber 

daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. 
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Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi 

kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau 

aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab 

mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk 

melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan bisa efektif, Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauh mana 

sumber daya dapat berjalan dengan baik adalah: 

1) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, 

atau lebih tepatnya street-level bureaucrats. Kegagalan yang sering terjadi 

dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai 

yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain 

itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan 

manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Misalkan saja 

implementasi kebijakan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD), 

harus mempertimbangkan cakupan wilayah dalam satu Kecamatan, sehingga 

dapat ditentukan berapa banyak pegawai yang akan melayani masyarakat dalam 

proses verifikasi/ penerbitan IKD. 

2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. 

Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, 

implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka 

diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data 

kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang 
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telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat 

dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum. 

3) Wewenang, dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas atau 

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah 

ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari 

gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor 

tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektifitas 

kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana 

demi kepentingannya sendiri maupun demi kepentingannya sendiri maupun 

demi kepentingan kelompoknya. 

4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa 

yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung 

oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak 

akan berhasil. 

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada 

implementor kebijakan/program. 

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk 

mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward 

III, jika ingin berhasil secara efektif dan efesien, para implementor tidak hanya 

harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan 

untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus 

mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal 
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penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III antara 

lain: 

1) Pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana 

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang 

telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap 

para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah 

ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari 

pengimplementasian kebijakan. 

2) Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan 

memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan 

kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat 

kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para 

pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini 

dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau 

organisasi. 

d. Struktur birokrat, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam 

implementasi kebijakan aspek ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme 

dan struktur organisasi pelaksana sendiri. 

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan 

sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara 

melakukannya,  serta  mereka  mempunyai  keinginan  untuk  melakukannya, 
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implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat 

ketidakefesienan srtuktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks 

menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah 

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik 

dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III terdapat dua 

karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih 

baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Prosedures (SOPs) dan 

melaksanakan fragmentasi. 

1) Standard Operating Prosedures (SPOs) adalah suatu kegiatan rutin yang 

memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

2) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan 

aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. 

Faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur 

birokrasi dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. Di 

samping itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

implementasi melalui dampak dari masing-masing faktor. Dengan kata lain, 

masing-masing faktor tersebut saling pengaruh mempengaruhi, kemudian secara 

bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan. 

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan 

Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses 

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi suatu implementasi kebijakan yang 

pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi 
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kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. 

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari 

keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. 

Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 

2016) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: 

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

 

Yaitu dilihat dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur jika ukuran 

dan tujuan kebijakan memang realistis pada level pelaksana kebijakan bukan hal 

yang ideal sehingga sulit dalam merealisasikan kebijakan publik sampai pada tahap 

berhasil. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika 

dan haya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-

kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan 

kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, 

maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan 

berhasil. 

b. Sumber Daya 

 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan 

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya yang dimaksud adalah 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta sumber daya lain (finansial 

dan waktu). Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 

implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut 
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adanya sumber daya manusia yang yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang 

diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. 

c. Karakteristik Agen Pelaksana 

 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri 

yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Misalnya implementasi 

kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia 

secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan 

ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan apabila kebijakan publik ini tidak 

terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang 

diturunkan tidak sekeras dana tidak setegas pada gambaran pertama. 

d. Sikap/Kecenderungan (disposisi) para Pelaksana 

 

Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana, yang mana hal ini 

dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat 

yang mengetahui persoalan yang terjadi, namun kebijakan yang dilaksanakan 

adalah kebijakan top-down yang memungkinkan para pengambil keputusan tidak 

mengetahui permasalahan yang harus diselesaikan. 

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Pada tahap ini menekankan pada koordinasi komunikasi mekanisme 

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi. Koordinasi 

merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. 

Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam 
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suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil 

untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. 

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

 

Hal ini berkaitan dengan sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan 

guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang 

ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal 

turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan 

sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari 

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk 

mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan lingkungan 

eksternal. 

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan 

Van Horn ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan 

kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja 

implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai 

variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara 

linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. 

Kelebihan dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn 

yaitu memberikan skor yang tinggi pada kesederhanaan dan keterpaduan serta 

memaksimalkan perilaku berdasarkan pemikiran tentang sebab akibat dan 

pertanggung jawaban bersifat singel atau penuh. Kekurangan terletak pada bukti-

bukti penting atau realisme dan kemampuan pelaksanaan, karena model ini tidak 
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memperhitungkan level dan peran aktor lain, sehingga mengabaikan manusia 

sebagai target group. Model implementasi kebijakan ini termasuk dalam model top-

down. Model top down ini juga memandang bahwa implementasi kebijakan dapat 

berjalan secara mekanistis atau linier, maka penekanannya terpusat pada kepatuhan 

dan kontrol efektif. 

 

4. Pelayanan Publik 

 

Perspektif yang sebagai dasar dalam pelayan publik yakni melayani publik 

sebaik-baiknya dalam hal membantu mengenai urusan admnistrasi kepemerintahan 

dan keperluan barang dan jasa pelayanan publik. Pelayanan publik yang cakap 

tentunya menjadi keinginan bagi masyarakat, dari sikap aparatur yang menyediakan 

layanan, melatih pemberi pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 

birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang 

dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, 

seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta 

kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan bangunan, izin gangguan 

(HO), izin mengambil air tanah, berlangganan (Basri et al., 2023). Pelayanan publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan (Widanti, 2022). 

Prinsip pelayanan publik berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 prinsip pelayanan publik sebagai berikut: 
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a. Kesederhanaan, maksud dari kesederhanaan adalah pelayanan yang mudah dan 

tidak berbelit-belit, mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat. 

b. Kejelasan, kejelasan yang dimaksud adalah jelas secara teknis dan secara 

administratif. 

c. Kepastian waktu, dalam pelayanan publik harus ada kepastian waktu dimana 

segala aktivitas sudah ditentukan waktunya. 

d. Akurasi, pelayanan publik diterima dengan tepat, benar dan sah. 

 

e. Keamanan, pelayanan publik yang diberikan memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

f. Tanggung Jawab, penyelenggara pelayanan publik yang ditunjuk untuk 

bertanggungjawab atas pemberian pelayanan terhadap masyarakat. 

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana, tersedianyan sarana dan prasarana yang 

lengkap dalam mendukung proses pelayanan kepada masyarakat. 

h. Kemudahan, akses layanan yang mudah diakses masyarakat dan layanan yang 

menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi. 

i. Kedisiplinan, Kesopanan, Keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

j. Kenyamanan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat berupa 

menyediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi dan lingkungan yang 

indah dan sehat yang dilengkapi fasilitas pendukung lainnya. 

Jadi, untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik maka pelayanan harus 

berdasarkan prinsip-prinsip yang seperti dijelaskan sehingga pelayanan dapat 
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berjalan secara efektif. Pelayanan publik yang baik akan memberikan kepuasan 

terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan. 

 

5. Administrasi Kependudukan 

 

Dalam peraturan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi 

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan 

data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada dasarnya sistem 

administrasi kependudukan merupakan subsistem dari sistem Administrasi Negara, 

yang mempunyai peranan penting dalam pemerintah dan pembangunan 

penyelenggaraan administrasi kependudukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Pasal 1, disebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan dalam pererbitan dokumen dan data kependudukan 

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. 

Pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan dibidang 

kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah dan non pemerintah dari 

tingkat pusat sampai ketingkat desa atau kelurahan, RW, RT. Misalnya pengurusan 

izin nikah, KTP, KK serta surat keterangan (Sudjarwo, 2014). Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban 

dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain 
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pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota yang 

dilakukan bupati/walikota. Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan. Adapun 

tujuan administrasi kependudukan yaitu: 

a. Tertib dalam database kependudukan 

 

1) Terbangunnya database kependudukan yang akurat ditingkat 

Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat. 

2) Database kependudukan Kabupaten/Kota tersambung online dengan 

provinsi dan pusat menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan). 

b. Tertib dalam penerbitan NIK 

 

c. Terbitnya dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Catatan Sipil, dll). 

 

6. Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

 

IKD atau KTP Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk 

merepresentasikan data kependudukan. Data kependudukan digital itu tersimpan di 

aplikasi ponsel sebagai identitas penduduk. Berdasarkan aturan itu, adapun fungsi 

KTP Digital adalah untuk pembuktian identitas, autentikasi identitas, dan otorisasi 

identitas (Hardiansyah, 2023). 

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi 

perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-El, serta penyelenggaraan 

identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital adalah informasi 
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elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan 

data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi 

sebagai identitas yang bersangkutan. Fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut 

sangat beragam seperti: 1) Menu Data Keluarga terdapat biodata anggota keluarga 

yang telah terdaftar pada Kartu Keluarga (KK), 2) Menu Dokumen dibagi menjadi 

dua yakni Kependudukan dan Lainnya, pada menu Kependudukan tersedia file KTP 

elektronik dan Kartu Keluarga berbentuk digital, sedangkan pada menu Lainnya 

memiliki informasi berupa rekaman vaksin Covid-19, NPWP, SIM, daftar pemilih 

tetap tahun 2024, dan informasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), 3) Menu 

KTP Digital, akan muncul kode QR jika ingin memberikan data diri kepada orang 

lain, 4) Menu Pindai, dapat digunakan jika ingin melihat data diri orang lain yang 

dibagikan dengan memindai kode QR, 5) Dan menu Kunci yang berfungsi sebagai 

mengunci aplikasi. Pada segi keamanan, IKD telah dilengkapi sistem pencegahan 

tangkapan layar yang dapat meminimalisir penyalahgunaan biodata diri. Untuk saat 

ini, IKD masih tersedia pada Play Store atau perangkat Android, sedangkan untuk 

pengguna iPhone masih menunggu evaluasi dari Ditjen Dukcapil. Pada dasarnya, 

e-KTP masih tetap berfungsi bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar, 

para lansia, dan masyarakat yang bertempat tinggal di pemukiman terpencil. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian tentang Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Penerbitan 

Identitas Kependudukan Digital (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru) menggunakan model kebijakan yang diungkapkan oleh 

George C. Edward III, yaitu model Direct and Indirect Impact on Implementation, 
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PERMASALAHAN 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi dan informasi 

2. Kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga 

membuat masyarakat tidak mengetahui bahwanya pembuatan KTP saat ini 

telah menggunakan aplikasi 

3. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak tau mengakses 

aplikasi untuk pembuatan KTP Digital 

4. Mayoritas masyarakat di Kota Pekanbaru belum melakukan registrasi 

Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bahkan belum sampai satu persen 

penduduk wajib KTP yang melakukan registrasi IKD 

 

 

 

 

(Nugroho, 2018). Adapun dalam melakukan penilaiannya dengan mengacu pada 

empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi 

suatu kebijakan, antara lain: 

a. Sumber Daya. Indikator yang akan dinilai dari faktor sumber daya adalah staf, 

informasi, wewenang dan fasilitas. 

b. Komunikasi. Indikator yang dianggap penting pada faktor komunikasi ada tiga 

jenis, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. 

c. Disposisi (Sikap). Pada faktor disposisi, indikator yang mendapat perhatian 

adalah pengangkatan birokrat dan insentif. 

d. Struktur Birokrasi. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja 

strukrut birokrasi, antara lain Standard Operating Prosedures (SPOs) dan 

pelaksanaan fragmentasi. 

Model teori ini menurut peneliti cocok dan sangat berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Selain itu, Model implementasi kebijakan ini termasuk 

dalam model top-down. Model top down ini juga memandang bahwa implementasi 

kebijakan dapat berjalan secara mekanistis atau linier, maka penekanannya terpusat 

pada kepatuhan dan kontrol efektif. Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir penulis 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Pelayanan 

Penyelenggaraan Penerbitan Identitas Kependudukan 

Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pekanbaru 
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Implementasi Kebijakan 

menurut George C. Edward III 

1. Sumber Daya 

2. Komunikasi 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
C. Konsep Operasional 

Konsep Operasional merupakan suatu fenomena yang terbentuk atas dasar 

serangkaian karekteristik, pristiwa, kelompok atau individu. Dengan menggunakan 

istilah untuk merepresentasikan berbagai peristiwa yang saling berkaitan, 

diharapkan penggunaan konsep ini dapat menyederhanakan pikiran. Dengan ini, 

penulis telah membuat definisi untuk memudahkan dalam menganalisis, sehingga 

penulis akan menerapkan konsep-konsep yang telah dikemukakan untuk 

memperjelas permasalahan ini, yaitu: 

Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Penerbitan Identitas 

Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 

Hasil penelitian dan 

Rekomendasi 
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1. Sumber Daya adalah ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia, 

finansial, dan sarana-prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. 

2. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, instruksi, dan pemahaman 

antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat. 

3. Disposisi adalah sikap, komitmen, dan keinginan dari para pelaksana kebijakan 

untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. 

4. Struktur Birokrasi adalah tata kelola organisasi dan prosedur administratif yang 

mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Operasional Variabel 

 

Tabel II.1 : Konsep Operasional Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan 

Penerbitan Identitas Kependudukan Digital di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 

 

Konsep Variabel Indikator Item Penilaian 

(1) (2 (3) (4) 

Pelaksanaan 

Pelayanan 

Penyelenggaraan 

Penerbitan 

Identitas 

Kependudukan 
Digital di Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kota Pekanbaru 

Implementasi 

Kebijakan 

1. Sumber 

Daya 

a. Staf: Jumlah dan 

kompetensi staf yang 

memadai. 

b. Informasi: 

Pengetahuan 

implementor tentang 

cara melaksanakan 

kebijakan dan data 

kepatuhan terhadap 

regulasi. 
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Konsep Variabel Indikator Item Penilaian 

(1) (2 (3) (4) 

   c. Wewenang: Otoritas 

formal bagi 

pelaksana kebijakan. 

d. Fasilitas: Sarana dan 

prasarana yang 

memadai. 

  2.  Komunikasi a. Transmisi: 

Penyaluran informasi 

yang baik untuk 

menghasilkan 

implementasi yang 

baik. 

b. Kejelasan: Informasi 

harus jelas, akurat, 

dan tidak ambigu. 

c. Konsistensi: Perintah 

dan komunikasi 

harus konsisten dan 

tidak berubah-ubah. 

  3.  Disposisi a. Pengangkatan 

Birokrat: Pemilihan 

personil pelaksana 

yang memiliki 

dedikasi. 

b. Insentif: Manipulasi 

insentif untuk 

memotivasi 

pelaksana kebijakan. 

  4.  Struktur 

Birokrasi 

a. Standard Operating 

Procedures (SOPs): 

Kegiatan rutin sesuai 

standar. 

b. Fragmentasi: 

Penyebaran tanggung 

jawab dan aktivitas di 

antara beberapa unit. 

Sumber: Modifikasi Penulis, 2024 
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Berikut adalah konsep operasional penelitian dengan penekanan pada 

pelayanan penyelenggaraan penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

di Kota Pekanbaru: 

1. Komunikasi 

 

1) Transmisi: Efektivitas penyampaian informasi terkait kebijakan 

penerbitan IKD kepada masyarakat dan petugas. 

2) Kejelasan: Pemahaman petugas dan masyarakat tentang tujuan, 

prosedur, dan manfaat penerbitan IKD. 

3) Konsistensi: Kesesuaian antara arahan dan instruksi dalam pelaksanaan 

kebijakan IKD. 

2. Sumber Daya 

 

1) Staf: Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang terlatih dalam penerapan 

dan pengelolaan IKD. 

2) Informasi: Ketersediaan data akurat terkait jumlah penduduk yang wajib 

memiliki IKD dan kemudahan akses terhadap data tersebut. 

3) Wewenang: Kejelasan otoritas dan tanggung jawab petugas dalam 

melaksanakan penerbitan dan pengelolaan IKD. 

4) Fasilitas: Ketersediaan infrastruktur teknologi dan fasilitas pendukung 

yang memadai untuk penerbitan dan pemeliharaan IKD. 

3. Disposisi (Sikap Pelaksana) 

 

1) Pengangkatan Birokrat: Dedikasi dan integritas petugas dalam 

menjalankan tugas terkait penerbitan IKD. 
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2) Insentif: Pemberian insentif kepada pelaksana sebagai motivasi untuk 

meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja dalam penerapan IKD. 

4. Struktur Birokrasi 

 

1) Standard Operating Procedures (SOPs): Prosedur operasional yang jelas 

dan terstruktur dalam penerbitan dan pengelolaan IKD, termasuk 

langkah-langkah untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. 

2) Fragmentasi: Koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan 

penerbitan IKD dan distribusi tanggung jawab yang jelas di antara 

pihak-pihak yang terlibat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field Research), penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik 

wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari subjek 

penelitian dalam memberikan keterangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan 

Penyelenggaraan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 

Penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang 

mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Oleh karena itu, data 

utamanya adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Hal ini 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan realitas 

fenomena yang ada di lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

penelitian lapangan agar dapat memperoleh data yang terperinci dan mendalam 

melalui pengamatan dari fenomena paling kecil yang menjadi titik fokus 

permasalahan, hingga pengamatan fenomena yang lebih luas, dengan tujuan 

mencari solusi untuk kepentingan bersama (Mulyana, 2018). 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Metode tersebut bertujuan untuk mengkaji kelompok manusia, objek, 

sistem pemikiran, atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Sugiyono 

menjelaskan bahwa metode deskriptif melibatkan pengumpulan fakta-fakta yang 

kemudian diinterpretasikan dengan tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah 

yang ada dalam masyarakat serta norma-norma yang berlaku didalamnya. Metode 

deskriptif juga mencakup situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan antara 

kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang terjadi dan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh suatu fenomena (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif akan 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek 

penelitian. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, 

penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian. 
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Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 

 

C. Informan dan Key Informan 

 

Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti 

(informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian 

yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Subjek penelitian dapat 

memberikan innformasi mengenai data penelitian yang dapat menjelaskan 

karakteristik subjek yang diteliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, yang 

menjadi subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan pelayanan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pekanbaru. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penarikan informan penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik purposive, yaitu dengan cara memilih orang-orang 

tertentu berdasarkan penilaian tertentu sesuai dengan tujuan yang diambil peneliti 

guna mendukung terlaksananya penelitian. Pertimbangan dalam hal ini yakni 

orang-orang yang memiliki kriteria dan dianggap paling tahu tentang topik 

penelitian (Sugiyono, 2017). Pemilihan subjek dalam penelitian ini didasarkan pada 

orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi secara lengkap 

dan berkaitan dengan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat diakui 

kebenarannya sebagaimana dapat di lihat sebagai berikut: 

Tabel III.1 : Informan Penelitian 

 

No Jabatan Keterangan 

1 Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru Key Informan 

2 Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Informan 
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3 Kasie Inovasi Pelayanan Informan 

4 Kepala UPTD Kecamatan Binawidya Informan 

5 Kepala UPTD Kecamatan Tuah Madani Informan 

6 Kepala UPTD Kecamatan Marpoyan Damai Informan 

7 Masyarakat Pengguna Layanan Informan 

8 Masyarakat Pengguna Layanan Informan 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian, untuk diolah 

merupakan data primer dan data sekunder. Adapun jenis data primer dan data 

sekunder sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

 

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada 

informan, serta observasi terhadap implementasi kebijakan dalam pelayanan 

IKD. 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2017). Data-data sekunder tersebut dapat berupa buku referensi, 

arsip yang terkait penelitian tersebut, dan dokumentasi kegiatan yang telah 

pernah dilaksanakan sebelumnya. Adapun data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu data gambaran umum Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan data yang bersifat dokumentasi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Observasi 

 

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi 

peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini 

digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang 

menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam proses pengumpulan data, 

observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (peneliti terlibat 

langsung dalam kegiatan sehari-hari) dan non participant observation (peneliti 

terlibat langsung dengan aktivitas subyek yang sedang diamati). Maka 

observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu observasi terstruktur dan tidak 

terstruktur. Dalam hal ini observasi yang dilakukan dengan mengamati secara 

langsung tentang implementasi kebijakan dalam pelayanan IKD. 

2. Teknik Wawancara 

 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti 

malakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara 

(Sugiyono, 2017). Teknik wawancara mampu menggali pengetahuan dan 

pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Dalam penelitian ini peneliti 

menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun kemudian mengadakan 

wawancara. Ketika informan merespon atau memberikan pandangannya atas 

pertanyaan yang diajukan, peneliti mencatat jawaban tersebut. Pertanyaan yang 

sama kemudian ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa 

yang sama. 
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3. Teknik Dokumentasi 

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017). Dokumentasi yang peneliti 

gunakan berupa dokumentasi pribadi yang berasal dari peneliti dan 

dokumentasi maupun data milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Pekanbaru. 

 

F. Teknik Analisa Data 

 

Analisis data menurut (Sugiyono, 2017) adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa 

data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Menurut Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2017) analisis terdiri dari 

empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai keempat 

alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif 

dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah 
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yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh 

dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang 

terkumpul dengan menganalisis data, mendeskriptifkan data, serta mengambil 

kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data 

kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kesimpulan keteranga-

keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber yaitu, melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan 

cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti 

mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada 

masalah, baik data yang terdapat di lapangan ataupun yang terdapat pada 

kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif serta disesuaikan 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Kemudian 

dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan 

seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan 

yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. Dari 

penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data. 
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Pengumpulan 

Data 
Penyajian Data 

Reduksi Data Verifikasi/ 

Penarikan 

Kesimpulan 

 

 

 

 

Disini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi 

informasai yang dapat disimpulkan. 

4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

 

Langkah terakhir dalam menganalis data kualitatif ialah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih kesimpulan 

sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data 

berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan 

diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali 

dan meninjau ulang catatan lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. 

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data 

interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar III.1 : Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 
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G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 

 

Rencana penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus 2024 hingga selesai. 

 

Adapun tabel jadwal penelitian, sebagai berikut : 

 

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

No. 

 

Kegiatan 

Jadwal Penelitian 

Juni 

2024 

Juli 

2024 

Agu 

2024 

September 2024 – 
Oktober 2024 

Jan 

2025 

1 Pembuatan Proposal      

2 Seminar Proposal      

3 Penelitian      

4 Pengolahan Data      

5 Bimbingan Hasil      

6 Skripsi      

 

 

 

 

BAB IV 

 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau, 

Indonesia. Terletak di jalur strategis di Sumatra, Pekanbaru menjadi pusat 

perdagangan, jasa, dan industri yang terus berkembang pesat. Kota ini memiliki 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, didukung oleh mobilitas penduduk yang 

dinamis akibat arus migrasi dan urbanisasi yang signifikan. Sebagai kota 
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ngalam 

 

 

 

 

metropolitan yang modern, Pekanbaru juga terus berinovasi dalam pengelolaan 

infrastruktur dan layanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. 

Sebagai pusat ekonomi utama di Riau, Pekanbaru memiliki sarana 

transportasi yang memadai untuk menunjang aktivitas bisnis dan mobilitas 

penduduknya. Kota ini dilayani oleh Bandar Udara Internasional Sultan Syarif 

Kasim II, yang menghubungkan Pekanbaru dengan berbagai kota besar di Indonesia 

serta beberapa destinasi internasional. Selain itu, jaringan transportasi darat juga 

terintegrasi melalui Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, yang menjadi pusat 

pergerakan transportasi antar kota dan antar provinsi. Di sektor transportasi air, 

Pekanbaru memiliki dua pelabuhan utama di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan 

Sungai Duku, yang berperan penting dalam distribusi barang dan perdagangan 

melalui jalur sungai. 

 

 

1. Letak Geografis 

 

Wilayah Kota Pekanbaru me 

 

 
46  i perluasan dari sekitar 62,96 km² 

 

menjadi 446,50 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan. Berdasarkan 

hasil pengukuran serta pematokan lapangan yang dilakukan oleh BPN Tingkat I 

Riau, luas resmi Kota Pekanbaru ditetapkan sebesar 632,26 km². Untuk lebih 

terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka 

dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 

menjadi 15 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 

Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan (Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2024). 



48 
 

 

 

 

 

Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis karena berada di 

jalur Lintas Timur Sumatera, yang menghubungkannya dengan beberapa kota besar 

seperti Medan, Padang, dan Jambi. Wilayah administratifnya berbatasan dengan 

Kabupaten Siak di sebelah utara dan timur, serta Kabupaten Kampar di sebelah 

barat dan selatan. Selain itu, Sungai Siak membelah kota ini, mengalir dari barat ke 

timur, menjadi salah satu elemen penting dalam struktur geografisnya. 

Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian antara 5 hingga 50 meter di atas 

permukaan laut dan beriklim tropis. Suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C 

hingga 35,6°C, sementara suhu minimum berada pada rentang 20,2°C hingga 

23,0°C. Secara astronomis, Pekanbaru berada pada koordinat 101° 14' – 101° 34' 

Bujur Timur dan 0° 25' – 0° 45' Lintang Utara. Untuk lebih jelasnya melihat luas 

daerah menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.1 :  Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2023 

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (km2) 

1 Payung Sekaki Labuh Baru Barat 35,55 

2 Tuahmadani Tuahmadani 29,84 

3 Binawidya Simpang Baru 36,59 

4 Bukit Raya Simpang Tiga 22,05 

5 Marpoyan Damai Sidomulyo Timur 29,74 

6 Tenayan Raya Sialang Sakti 114,40 

7 Kulim Mentangor 56,87 

8 Limapuluh Rintis 4,04 

9 Sail Cinta Raja 3,26 

10 Pekanbaru Kota Kota Tinggi 2,26 

11 Sukajadi Pulau Karam 3,76 

12 Senapelan Kampung Bandar 6,65 

13 Rumbai Meranti Pandak 61,86 

14 Rumbai Barat Maharani 86,01 

15 Rumbai Timur Limbungan 138,31 

Pekanbaru 632,26 

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2024 
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2. Kependudukan 

 

Sebagai kota dengan tingkat migrasi yang tinggi, Pekanbaru menjadi rumah 

bagi masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Penduduknya terdiri 

dari suku Melayu sebagai penduduk asli, serta komunitas Minangkabau, Batak, 

Jawa, Tionghoa, dan etnis lainnya yang telah lama hidup berdampingan. 

Keberagaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tradisi, 

kuliner, hingga perayaan budaya yang rutin digelar di berbagai sudut kota. 

Akulturasi budaya ini telah menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi kota 

Pekanbaru, sekaligus memperkaya identitasnya sebagai kota yang inklusif dan 

multikultural. Untuk lebih jelasnya melihat jumlah penduduk menurut Kecamatan 

di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 2021-2023 

 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 

2023 2022 2021 

1 Payung Sekaki 99.589 90.327 89.309 

2 Tuahmadani 161.132 145.323 142.464 

3 Binawidya 80.132 74.143 72.614 

4 Bukit Raya 107.347 94.090 93.712 

5 Marpoyan Damai 150.313 128.389 127.897 

6 Tenayan Raya 116.014 106.442 103.899 

7 Kulim 57.603 55.217 53.898 

8 Limapuluh 45.021 38.739 38.647 

9 Sail 25.999 20.450 20.402 

10 Pekanbaru Kota 26.744 22.678 22.624 

11 Sukajadi 48.026 42.992 42.889 

12 Senapelan 38.390 35.472 35.388 

13 Rumbai 102.207 93.348 92.195 

14 Rumbai Barat 29.205 25.803 25.205 

15 Rumbai Timur 35.626 34.127 33.442 

Kota Pekanbaru 1.123.348 1.007.540 994.585 

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2024 

 

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan yang signifikan 

dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, total jumlah penduduk mencapai 

1.123.348 jiwa, meningkat dari 1.007.540 jiwa pada tahun 2022 dan 994.585 jiwa 

pada tahun 2021. Beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi pada 

tahun 2023 adalah Tuahmadani dengan 161.132 jiwa, disusul oleh Marpoyan 

Damai dengan 150.313 jiwa, serta Tenayan Raya dengan 116.014 jiwa. Kecamatan 

Rumbai juga memiliki populasi yang cukup besar, mencapai 102.207 jiwa. 

Di sisi lain, kecamatan dengan jumlah penduduk lebih sedikit antara lain 

Sail dengan 25.999 jiwa, Pekanbaru Kota dengan 26.744 jiwa, serta Rumbai Barat 

yang berpenduduk 29.205 jiwa. Meski beberapa kecamatan memiliki jumlah 

penduduk yang relatif kecil, tren pertumbuhan tetap terlihat di hampir semua 

wilayah. Contohnya, Kecamatan Limapuluh yang sebelumnya memiliki 38.739 

jiwa pada tahun 2022, meningkat menjadi 45.021 jiwa di tahun 2023. 

Secara umum, pertumbuhan penduduk di Pekanbaru menunjukkan pola 

urbanisasi yang pesat, terutama di kecamatan-kecamatan dengan potensi ekonomi 

tinggi dan aksesibilitas yang baik. Kenaikan jumlah penduduk ini menandakan 
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meningkatnya daya tarik Kota Pekanbaru sebagai pusat ekonomi dan perdagangan 

di Provinsi Riau. 

3. Perekonomian 

 

Pekanbaru dikenal sebagai kota dagang yang berkembang pesat, didukung 

oleh sektor perdagangan, jasa, serta industri berbasis sumber daya alam, terutama 

perkebunan kelapa sawit dan minyak bumi. Keberadaan berbagai pusat 

perbelanjaan modern, pasar tradisional, serta kawasan bisnis menjadi bukti nyata 

pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Kota ini juga menjadi destinasi investasi bagi 

berbagai perusahaan nasional dan internasional, seiring dengan upaya pemerintah 

daerah dalam memperbaiki iklim investasi serta membangun infrastruktur yang 

ramah bisnis. 

Saat ini, Pekanbaru telah berkembang menjadi sebuah kota metropolitan 

yang dikenal dengan sebutan Pekansikawan, yaitu kawasan yang mencakup 

Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Perkembangan perekonomian di kota ini 

sangat dipengaruhi oleh kehadiran berbagai industri besar, seperti perusahaan 

minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik 

pengolahannya. 

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, 

diantaranya laju pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan inflasi. Selain 

menjadi indikator ekonomi, laju pertumbuhan PDRB juga menjadi indikator 

kemakmuran suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Riau tahun 2023 

sebesar 4,21%. PDRB merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu dimana informasi 

tersebut berisi tentang data nilai tambah sektoral, struktur perekonomian, 

pertumbuhan, ekonomi dan pendapatan per kapita. PDRB suatu daerah dapat 

dihitung melalui dua pendekatan, yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB 

atas dasar harga berlaku. PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2023 atas dasar harga 

berlaku mencapai 159.960,67 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga 
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konstan sebesar 82.235,28 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru 

seri 2010 pada tahun 2023 sebesar 6,06 persen (Kota Pekanbaru Dalam Angka, 

2024). 

Saat ini, sektor perdagangan dan jasa menjadi tulang punggung 

perekonomian Pekanbaru, yang terlihat dari pesatnya pembangunan rumah toko 

(ruko) di berbagai jalan utama kota. Selain itu, pertumbuhan sektor ritel juga 

semakin berkembang dengan hadirnya berbagai pusat perbelanjaan modern, seperti 

Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal 

Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana, 

dan Giant. 

 

 

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) Kota Pekanbaru 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beralamat di Jalan Jenderal 

Sudirman No. 464, Komplek MPP, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru merupakan kantor 

pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan di bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Lembaga ini berperan penting 

dalam memastikan kelancaran administrasi yang terkait dengan pendataan 

penduduk, dokumen kependudukan, serta layanan pencatatan sipil di Kota 

Pekanbaru. 

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru merupakan 

gambaran yang menantang mengenai kondisi masa depan yang diinginkan, dengan 

mempertimbangkan potensi dan kebutuhan yang ada, serta mengacu pada 
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perkembangan dan dinamika masyarakat di Kota Pekanbaru. Visi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah: terwujudnya 

pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, cepat, dan akurat. 

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah: 

mewujudkan pelayanan penertiban dokumen dan data kependudukan yang 

memenuhi kepuasan semua pihak. Dalam rangka pencapaian visi yang telah 

ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan 

ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) 

misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, berkualitas, dan 

berdaya saing tinggi. 

2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat 

berbudaya melayu. 

3. Mewujudkan pekanbaru kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang 

memadai. 

4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan 

ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulannnya yaitu jasa, perdagangan 

dan industri. 

5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah 

lingkungan (green city). 

Adapun Motto yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kota Pekanbaru adalah '' S I A P '' : 
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1. Santun, bersikap dan bertutur kata yang ramah dalam melayani masyarakat. 

 

2. Inovatif, mampu melakukan terobosan baru di bidang pelayanan. 

 

3. Akuntabel, melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

4. Profesional, mampu memberikan pelayanan berkualitas baik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Sebagai salah satu institusi pemerintahan yang berperan penting dalam 

melayani masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, dinas ini dilengkapi dengan tugas, fungsi, dan struktur 

organisasi yang terorganisasi dengan baik. 

1. Kepala Dinas 

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta 

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. 

2. Sekretaris 

 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan 

dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

b. Sub Bagian Keuangan. 
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c. Sub Bagian Perencanaan. 

 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk. Membawahi : 

 

 

a. Seksi Identitas Penduduk. 

 

b. Seksi Pindah Datang Penduduk. 

 

c. Seksi Pendataan Penduduk. 

 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang 

Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan 

pencatatan sipil. Membawahi : 

a. Seksi Kelahiran. 

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian. 

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 

 
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
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Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan. Membawahi: 

a. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan. 

 

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data. 

 

c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijkan 

di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama 

administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

Membawahi : 

a. Seksi Kerjasama. 

 

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan. 

c. Seksi Inovasi Pelayanan. 

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Peraturan 
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Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tanggal 30 September Tahun 2016 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pekanbaru serta mengacu pada Permendagri No 14 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten 

Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok 

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas 

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan program dan anggaran. 

 

2. Pengelolaan keuangan. 

 

3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik 

daerah. 

4. Pengelolaan urusan ASN. 

 

5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan. 

6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan 

data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan. 

7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 

 

8. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. 
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9. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 

 

10. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan. 

 

11. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

 

12. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

 

13. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi. 

 

14. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan. 

 

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas 

didukung oleh 5 (lima) unit kerja SKPD dan setiap unit kerja didukung oleh 3 (tiga) 

sub unit dan dibantu 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada 12 

Kecamatan, yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung kepada masyarakat. Dengan 

struktur ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mampu 

menjangkau seluruh wilayah kota dan memberikan pelayanan yang efektif, efisien, 

dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru 

menyediakan informasi pelayanan publik yang bertujuan memberikan kemudahan 

dan kecepatan dalam melayani masyarakat. Disdukcapil menawarkan berbagai 

layanan administrasi kependudukan yang meliputi: 

1. Pengurusan KTP Elektronik. 

 

2. Pengurusan Kartu Keluarga. 

 

3. Akta Kelahiran. 
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4. Akta Kematian. 

 

5. Akta Pernikahan. 

 

6. Akta Perceraian. 

 

7. Pengurusan Pindah Datang. 

 

8. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). 

 

Berdasarkan kebijakan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), SIPP merupakan media informasi 

elektronik satu pintu yang mencakup penyimpanan, pengelolaan, dan penyampaian 

informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem ini 

didasarkan pada: 

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

 

2. PermenPANRB No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Informasi 

Pelayanan Publik. 

Penyediaan informasi pelayanan publik bertujuan untuk memberikan 

aksesibilitas, kemudahan, dan kecepatan bagi masyarakat dalam memperoleh 

informasi yang akurat mengenai layanan publik. Disdukcapil Kota Pekanbaru juga 

menyediakan layanan elektronik untuk mempermudah masyarakat, antara lain: 

1. Identitas Kependudukan Digital. 

2. Sipenduduk. 

3. Layanan Tunggu. 

 

Layanan berbasis elektronik ini dirancang untuk mempermudah pengurusan 

administrasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan media 

elektronik, masyarakat dapat merasakan tiga manfaat utama: 
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1. Efektivitas, aplikasi dapat diakses dari mana saja tanpa harus datang langsung 

ke kantor Disdukcapil. 

2. Efisiensi, pengguna tidak perlu menyiapkan berkas fisik untuk difotokopi; 

cukup menggunakan kamera smartphone untuk mengunggah dokumen melalui 

aplikasi. 

3. Ekonomis, aplikasi mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat karena 

tidak perlu bolak-balik ke kantor Disdukcapil. Pengajuan layanan dapat 

dilakukan secara online melalui smartphone. 

Dengan sistem ini, Disdukcapil Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus 

meningkatkan kualitas layanan publik melalui kemajuan teknologi dan inovasi 

digital. 

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Identitas Informan 

 

Identitas informan merujuk pada ciri-ciri yang dimiliki oleh informan, yaitu 

individu yang memberikan informasi dalam suatu penelitian. Ciri-ciri tersebut 

mencakup jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Informan berperan sebagai 

narasumber utama yang memberikan wawasan mengenai situasi dan kondisi yang 

menjadi latar belakang penelitian. Seorang informan yang baik adalah individu 

yang memahami serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari berbagai pihak yang memiliki peran 

strategis dalam penyelenggaraan serta pemanfaatan layanan administrasi 

kependudukan di Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru berperan sebagai key informan, karena 
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pektif m 

 

 

 

 

memiliki wawasan mendalam serta otoritas dalam kebijakan dan pengelolaan 

sistem administrasi kependudukan. 

Selain itu, beberapa pejabat struktural di lingkungan Disdukcapil juga turut 

menjadi informan, antara lain Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, 

serta Kasie Inovasi Pelayanan. Kedua pejabat ini memiliki tugas dalam 

mengembangkan inovasi pelayanan publik, sehingga dapat memberikan informasi 

mengenai sistem, tantangan, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Di tingkat 

kecamatan, penelitian ini melibatkan Kepala UPTD Kecamatan Binawidya, Tuah 

Madani, dan Marpoyan Damai sebagai informan. Mereka memiliki peran penting 

dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan di wilayah masing- 

masing dan dapat memberikan pers 
61 

lokal. 

engenai efektivitas layanan di tingkat 
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Selain pejabat pemerintahan, penelitian ini juga melibatkan masyarakat 

pengguna layanan sebagai informan. Masyarakat yang berinteraksi langsung 

dengan layanan administrasi kependudukan memberikan perspektif yang berharga 

terkait pengalaman, kendala, serta harapan mereka terhadap sistem pelayanan yang 

ada. Dengan komposisi informan yang mencakup pembuat kebijakan, pelaksana 

layanan, serta pengguna layanan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan 

penerbitan Identitas Kependudukan Digital (Studi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru). Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hal 

tersebut, maka dapat dilihat pada keterangan di bawah ini : 

 

1. Jenis Kelamin 

 

Jenis kelamin merujuk pada kategori biologis informan, yaitu laki-laki atau 

perempuan. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi apakah terdapat 

perbedaan pengalaman atau pandangan berdasarkan gender dalam wawancara yang 

dilakukan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki - Laki 5 62,5% 

2 Perempuan 3 37,5% 

Jumlah 8 100% 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024 

 

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa distribusi jumlah informan 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan sebanyak 5 orang atau 62,5% adalah laki-

laki, sedangkan 3 orang atau 37,5% adalah perempuan. Data ini menggambarkan 

bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini adalah laki-laki. Informasi 

mengenai apakah informan adalah laki-laki atau perempuan. Hal ini berguna untuk 

menganalisis apakah ada perbedaan persepsi berdasarkan gender. 
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Laki-laki, sebagai mayoritas dalam penelitian ini, mungkin memiliki akses 

yang lebih baik atau pandangan yang lebih positif terhadap teknologi, mengingat 

faktor-faktor seperti peran sosial, aksesibilitas, atau literasi digital. Sementara itu, 

perempuan yang menjadi minoritas dalam kelompok informan juga penting untuk 

dianalisis, karena mereka mungkin menghadapi tantangan spesifik, seperti 

keterbatasan dalam mengakses teknologi atau kebutuhan akan panduan yang lebih 

jelas dalam menggunakan layanan berbasis digital seperti IKD. 

2. Umur 
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Umur informan merujuk pada usia informan pada saat penelitian dilakukan 

dan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Faktor ini dapat 

memengaruhi berbagai aspek, seperti tingkat kematangan berpikir dalam 

pengambilan keputusan, kemampuan dalam melaksanakan tugas, produktivitas 

kerja, serta penerimaan dan pemahaman terhadap informasi 

Informan dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan usia menjadi tiga 

kategori: di bawah 30 tahun, 31–40 tahun, dan di atas 40 tahun. Informan yang 

berusia di bawah 30 tahun umumnya berada pada kelompok usia produktif awal, 

dengan tingkat adaptasi yang cenderung lebih tinggi terhadap teknologi digital. 

Kelompok usia 31–40 tahun, yang berada pada tahap produktif matang, 

memberikan perspektif yang lebih seimbang antara kebutuhan layanan digital dan 

konvensional. Sementara itu, informan berusia di atas 40 tahun mungkin 

menghadapi tantangan yang lebih besar dalam beradaptasi dengan teknologi digital, 

sehingga cenderung membutuhkan panduan atau dukungan lebih dalam 

memanfaatkan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Untuk lebih 

jelasnya mengenai umur informan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Umur 

 

No Umur Jumlah Persentase (%) 

1 < 30 0 0 

2 31 - 40 5 62,5% 

3 > 40 3 37,5% 

Jumlah 8 100% 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024 

 

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa distribusi jumlah informan 

berdasarkan umur menunjukkan mayoritas informan berusia 31–40 tahun, yaitu 

sebanyak 5 orang atau 62,5%. Informan yang berusia di atas 40 tahun berjumlah 3 
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orang atau 37,5%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan berada 

dalam kelompok usia produktif matang, yang umumnya memiliki pengalaman lebih 

luas dalam mengakses layanan publik. Secara keseluruhan, distribusi jumlah 

informan menurut umur mencerminkan variasi usia yang memungkinkan analisis 

menyeluruh terhadap pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

4.2.1.  Tingkat Pendidikan Informan 

 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan pola pikir 

seseorang sehingga mampu memahami dan menilai sesuatu secara lebih baik. 

Tingkat pendidikan mencerminkan kemampuan individu dalam menganalisis 

informasi, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan, termasuk 

dalam konteks implementasi kebijakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, biasanya semakin besar kemampuannya untuk memahami kebijakan 

baru atau inovasi pelayanan, seperti layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk 

kualitas pemahaman dan penilaian individu terhadap sesuatu. 

Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja, melainkan melalui beberapa 

tahapan, baik dari keluarga, lingkungan (nonformal), maupun sekolah (formal). 

Pendidikan dari keluarga membentuk dasar nilai dan etika, pendidikan dari 

lingkungan mengembangkan keterampilan sosial dan praktis, sementara pendidikan 

formal dari sekolah memberikan pemahaman sistematis tentang ilmu pengetahuan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel V.3. :  Distribusi Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan 
 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 SMP 0 0% 

2 SMA 4 50,0% 

3 Strata I 2 25,0% 

4 Strata II 2 25,0% 

Jumlah 8 100% 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024 

 

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa distribusi jumlah informan 

berdasarkan umur menunjukkan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMA, 

yaitu sebanyak 4 orang atau 50,0%. Informan dengan tingkat pendidikan Strata I 

(S1) dan Strata II (S2) masing-masing berjumlah 2 orang atau 25,0%, sementara 

tidak ada informan dengan tingkat pendidikan SMP (0%). Data ini menunjukkan 

bahwa mayoritas informan memiliki pendidikan menengah atas, yang mewakili 

tingkat literasi yang cukup untuk memahami kebijakan atau layanan publik secara 

umum. Informan dengan pendidikan Strata I dan Strata II mencerminkan kelompok 

yang lebih berpendidikan tinggi, yang kemungkinan memiliki kemampuan analisis 

dan adaptasi terhadap layanan berbasis teknologi lebih baik. Distribusi jumlah 

informan menurut tingkat pendidikan memberikan pandangan beragam mengenai 

kemampuan dan persepsi masyarakat terhadap implementasi pelayanan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD). 

 

B. Hasil Pembahasan Penelitian 

1. Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Penerbitan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru 

a. Komunikasi 

Pelaksanaan pelayanan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru 
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melibatkan berbagai aspek komunikasi, baik dalam proses penyampaian informasi 

kepada masyarakat, kejelasan informasi, maupun hambatan dalam aktivasi IKD. 

Dalam hal ini, komunikasi dipandang sebagai salah satu faktor kunci yang 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan IKD. Indikator komunikasi 

dalam kerangka pemikiran Edward III memiliki relevansi yang sangat besar dalam 

penelitian ini, khususnya dalam konteks pelaksanaan pelayanan penerbitan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

Proses komunikasi yang efektif sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan 

Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Proses penyampaian informasi mengenai 

kebijakan IKD kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, 

seperti media sosial Disdukcapil, sosialisasi kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan informan penelitian, ditemukan bahwa penyampaian 

informasi telah dilakukan dengan cara yang cukup efektif. Namun, terdapat 

beberapa hambatan yang menghalangi penyebaran informasi yang lebih luas. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, Ibu Irma menyatakan: 

“Penyampaian informasi dilakukan lewat media sosial Disdukcapil, 

kelurahan, dan kecamatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah 

Sosialisasi dan Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), 

yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat Kota Pekanbaru 

yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). 
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Selanjutnya Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Bapak 

Murdinal mengungkapkan: 

“Penyampaian dilakukan secara langsung melalui kelurahan, tetapi 

kurangnya respon dari masyarakat menjadi tantangan”. 

 

Respon masyarakat yang lambat menjadi masalah utama dalam 

penyampaian informasi yang efektif. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih 

lanjut untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses komunikasi. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengindikasikan bahwa meskipun 

berbagai saluran komunikasi telah digunakan, masih diperlukan upaya lebih lanjut 

untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti informasi yang 

disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam mengatasi 

lambatnya respon masyarakat agar tujuan kebijakan IKD dapat tercapai secara 

maksimal di Kota Pekanbaru. 

Kejelasan informasi terkait tujuan dan manfaat IKD bagi masyarakat sangat 

penting agar masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan ini 

dengan baik. Berdasarkan wawancara, sebagian besar pihak yang terlibat merasa 

bahwa informasi yang diberikan sudah cukup jelas, meskipun ada sebagian 

masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam pemahaman. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, Ibu Irma menyatakan: 

“Secara umum sudah jelas, tapi masyarakat masih perlu waktu untuk 

memahami sepenuhnya. Meskipun informasi sudah disampaikan dengan 

jelas, masih ada kesenjangan pemahaman di antara masyarakat, terutama 

pada kelompok yang kurang familiar dengan teknologi”. 
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Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan, Bapak Murdinal menyatakan: 

“Kami sudah mencoba membuat informasi sesederhana mungkin, meskipun 

ada yang masih bingung. Penyederhanaan informasi sudah dilakukan, 

namun beberapa lapisan masyarakat masih mengalami kebingungan, 

khususnya terkait prosedur aktivasi IKD”. 

 

Hambatan dalam memastikan masyarakat memahami manfaat dan cara 

aktivasi IKD menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini. 

Berdasarkan wawancara, hambatan tersebut berkaitan dengan rendahnya literasi 

digital masyarakat serta keterbatasan dalam akses terhadap teknologi. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, Ibu Irma mengungkapkan: 

“Literasi digital masih rendah, jadi banyak yang kesulitan mengikuti 

prosedur aktivasi.” 

 

Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (Disdukcapil), Ibu Irma mengungkapkan bahwa literasi digital yang masih 

rendah menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam mengikuti prosedur aktivasi 

layanan administrasi kependudukan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masih 

banyak warga yang belum familiar dengan teknologi digital, baik dalam mengakses 

layanan online maupun memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kasie Inovasi Pelayanan, Ibu Wahyuni 

menambahkan: 

"Kendala terbesar adalah rendahnya literasi digital, terutama di daerah yang 

belum familiar dengan teknologi." Hal ini menegaskan bahwa literasi digital 

merupakan hambatan utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam 

mengakses dan memahami prosedur aktivasi IKD. 
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Sementara itu, hasil waancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Binawidya, 

Bapak Dedy menyatakan: 

“Masih banyak yang bingung cara aktivasi karena kurangnya panduan yang 

jelas”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi sudah diberikan, 

kurangnya panduan yang rinci dan jelas masih menjadi kendala dalam 

memastikan masyarakat dapat mengikuti prosedur aktivasi dengan benar. 

 

Masyarakat mendapatkan informasi terkait kebijakan IKD melalui saluran 

media sosial dan pemberitahuan langsung dari petugas kecamatan. Namun, mereka 

masih merasa adanya kebingungan terkait beberapa detail prosedur. Sebagaimana 

disampaikan oleh Bapak Tomy: 

“Saya mendapatkan informasi melalui media sosial dan pemberitahuan 

langsung dari petugas kecamatan. Namun, masih ada kebingungannya 

terkait beberapa detail”. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai saluran komunikasi 

digunakan untuk menyebarkan informasi, masih terdapat kekurangan dalam hal 

kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat. Beberapa detail tentang 

prosedur dan manfaat IKD masih perlu dijelaskan lebih mendalam untuk 

memastikan pemahaman yang lebih baik. 

Sehubungan dengan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat 

literasi digital menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan 

Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Masyarakat yang belum terbiasa 

atau kurang memahami penggunaan teknologi digital mengalami kesulitan dalam 

mengikuti prosedur aktivasi IKD. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang 

signifikan dalam pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, yang berisiko 

memperlambat atau bahkan menghalangi implementasi kebijakan IKD secara 

efektif. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan perangkat digital atau aplikasi 
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berbasis online cenderung merasa bingung dan enggan untuk mengikuti proses 

aktivasi, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi dalam program ini. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya yang lebih intensif 

dalam meningkatkan literasi digital melalui sosialisasi atau penyuluhan yang 

menyasar langsung masyarakat, terutama mereka yang kurang terpapar dengan 

teknologi. 

 

 

 

 

b. Sumber Daya 

 

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 

Kota Pekanbaru melibatkan beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya 

adalah sumber daya manusia, akses terhadap data, dan tantangan yang dihadapi oleh 

pemerintah serta masyarakat pengguna layanan. Kebijakan IKD diharapkan dapat 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi 

kependudukan dengan cara yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Namun, 

dalam implementasinya, terdapat berbagai hambatan yang harus diatasi untuk 

memastikan kebijakan ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan 

yang terlibat dalam kebijakan ini, berikut adalah analisis yang terkait dengan 

sumber daya, kendala yang dihadapi oleh masyarakat, dan tantangan dalam 

pelaksanaan kebijakan ini.: 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan IKD 

sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, 
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staf pelaksana di tingkat kecamatan memainkan peranan yang sangat penting dalam 

memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik. Berdasarkan wawancara 

dengan beberapa kepala UPTD kecamatan, meskipun jumlah staf sudah dianggap 

memadai, kompetensi teknis yang dimiliki oleh staf perlu ditingkatkan agar dapat 

menangani berbagai masalah yang muncul dalam proses pelayanan penerbitan IKD. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Binawidya, Bapak 

Dedy menyatakan: 

 

“Jumlah staf kami cukup, namun perlu peningkatan dalam hal pelatihan 

teknis agar bisa menangani masalah IKD dengan lebih efektif”. 

 

Hasil wawancara tersebut di atas, mengindikasikan bahwa pentingnya 

pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan staf dalam menangani masalah 

yang berkaitan dengan proses pelayanan penerbitan IKD. Meskipun jumlah staf 

mencukupi, kemampuan teknis yang lebih baik diperlukan agar mereka dapat 

menyelesaikan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Kepala 

UPTD Kecamatan Binawidya, memberikan gambaran penting terkait dengan 

kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan Penerbitan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD). Meski jumlah staf yang tersedia di setiap kecamatan 

dianggap cukup untuk menjalankan tugas administratif, kemampuan teknis staf 

dalam menangani berbagai aspek terkait kebijakan ini masih perlu diperkuat. 

Selanjutnya wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Tuah Madani, 

Ibu Syarifah menambahkan: 

“Staf kami cukup, tapi mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan tentang 

penggunaan teknologi terbaru untuk mengelola proses IKD dengan lebih 

baik”. 
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Hal ini menunjukkan kesepakatan bahwa pelatihan teknis dan pemahaman 

lebih dalam tentang teknologi terbaru sangat diperlukan untuk memfasilitasi 

pelaksanaan kebijakan dengan lebih efisien. 

Sementara itu, wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Marpoyan 

Damai, Bapak Ranindra menyatakan: 

“Data penduduk yang wajib IKD cukup akurat, meskipun di lapangan 

terkadang ada data yang belum lengkap atau terupdate”. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun data penduduk sudah cukup akurat, 

masalah pembaruan data dan kelengkapan data masih menjadi kendala di lapangan. 

Untuk memperlancar implementasi kebijakan IKD, sangat penting untuk menjaga 

kelengkapan data yang digunakan dalam penerbitan IKD. 

Masyarakat pengguna layanan juga menghadapi sejumlah kendala dalam 

proses aktivasi IKD, yang berkaitan dengan prosedur yang cukup rumit dan akses 

internet yang terbatas. Selain itu, mereka berharap agar pemerintah lebih proaktif 

dalam memberikan informasi yang lebih jelas dan mempermudah prosedur aktivasi. 

Dari hasil wawancara dengan masyarakat pengguna layanan, Bapak Abrar 

mengungkapkan: 

“Kendala terbesar adalah prosedur aktivasi yang agak rumit dan akses 

internet yang tidak stabil”. 

 

Informan ini menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam 

mengikuti prosedur aktivasi IKD, yang dianggap cukup rumit. Selain itu, akses 

internet yang tidak stabil juga menjadi masalah utama yang menghambat proses 

aktivasi. Masyarakat juga berharap adanya perbaikan dalam hal sosialisasi dan 

kemudahan dalam aktivasi. Bapak Tomy menyatakan: 
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“Kami berharap pemerintah lebih proaktif dalam memberikan informasi 

yang lebih jelas dan mudah diakses, serta membuat sistem aktivasi yang 

lebih sederhana”. 

 

Harapan masyarakat ini menunjukkan bahwa meskipun informasi sudah 

disampaikan, masih ada kebingungannya terkait beberapa detail dari prosedur 

aktivasi yang perlu disederhanakan untuk memudahkan akses bagi semua lapisan 

masyarakat. 

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak 

terkait, pelaksanaan kebijakan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 

Kota Pekanbaru menghadapi sejumlah tantangan. Sumber daya manusia yang 

terlibat dalam kebijakan ini sudah mencukupi, namun peningkatan kompetensi 

teknis staf melalui pelatihan dan pemahaman teknologi digital sangat diperlukan 

untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, meskipun data penduduk 

yang diperlukan untuk penerbitan IKD sudah cukup akurat, masih ada kendala 

dalam pembaruan dan sinkronisasi data yang perlu diperbaiki. 

Masyarakat juga menghadapi kendala dalam proses aktivasi, terutama 

terkait dengan prosedur yang rumit dan akses internet yang terbatas. Untuk itu, 

diperlukan perbaikan dalam hal sosialisasi dan penyederhanaan prosedur aktivasi 

agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejelasan informasi 

yang diterima masyarakat juga harus diperbaiki agar tidak ada kebingungannya 

terkait dengan prosedur dan manfaat IKD. Dengan demikian, upaya untuk 

meningkatkan pelatihan staf, memperbaiki sistem data dan menyederhanakan 

prosedur aktivasi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pelayanan 

penerbitan IKD di Kota Pekanbaru. 
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c. Disposisi 

 

Disposisi atau sikap dan komitmen dari petugas yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan sangat mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan 

tersebut. Dalam konteks penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota 

Pekanbaru, dedikasi dan integritas petugas menjadi kunci penting dalam 

keberhasilan program ini. Selain itu, insentif yang diberikan kepada petugas juga 

turut berperan dalam meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (Ibu Irma), Kepala UPTD Kecamatan, serta Kabid Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan, ditemukan bahwa disposisi petugas dalam menjalankan tugas 

terkait kebijakan IKD memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Dedikasi dan integritas petugas merupakan dua aspek yang sangat 

mempengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan IKD. Dalam wawancara dengan 

berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, semuanya sepakat 

bahwa dedikasi tinggi dan integritas yang baik dari petugas akan memastikan 

kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan IKD. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Ibu Irma 

menyatakan: 

“Integritas pegawai sangat penting. Kami memastikan bahwa semua 

pegawai Disdukcapil memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas, 

karena keberhasilan pelaksanaan IKD bergantung pada kualitas pelayanan.” 

 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan 

IKD tidak hanya bergantung pada prosedur dan teknologi, tetapi juga pada sikap 
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dan komitmen petugas yang menjalankan tugas tersebut. Ibu Irma menekankan 

bahwa keberhasilan kebijakan IKD akan tercapai jika petugas memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap pekerjaan mereka dan mampu melaksanakan tugas dengan 

integritas yang baik. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan, Bapak Murdinal juga menyatakan: 

“Kami selalu menekankan pentingnya profesionalisme, sehingga semua 

petugas memahami peranannya dalam pelayanan inovasi IKD.” 

 

Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme petugas menjadi elemen kunci 

dalam kesuksesan kebijakan IKD. Jika petugas memiliki dedikasi dan pemahaman 

yang jelas tentang peran mereka dalam program IKD, mereka akan bekerja dengan 

lebih baik dan efektif. 

Sementara itu, hasil wawancara dengan Kasie Inovasi Pelayanan, Ibu 

Wahyuni menambahkan: 

“Dedikasi petugas sangat mempengaruhi hasil pelaksanaan kebijakan. Jika 

petugas memiliki integritas tinggi, mereka akan bekerja maksimal, 

memastikan pelayanan yang tepat dan cepat.” 

 

Dedikasi yang tinggi dari petugas memungkinkan mereka untuk 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu, integritas 

tinggi memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan jujur, tanpa adanya 

penundaan atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Binawidya, 

Bapak Dedy menyatakan: 

“Dedikasi petugas sangat mempengaruhi kualitas kerja. Jika mereka 

berkomitmen tinggi dan memiliki integritas, tentu saja pelayanan kepada 

masyarakat akan lebih maksimal.” 
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Pernyataan tersebut menegaskan bahwa petugas yang memiliki komitmen 

dan integritas yang baik akan bekerja dengan lebih efektif, menghindari kesalahan, 

dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan optimal. 

Dengan demikian, dedikasi dan integritas petugas memegang peranan penting 

dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan IKD. Petugas yang berdedikasi tinggi 

akan bekerja dengan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik, sementara 

integritas yang baik akan menghindarkan mereka dari potensi penyalahgunaan atau 

ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. 

Selain dedikasi dan integritas, insentif yang diberikan kepada petugas juga 

berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan kualitas kerja. Meskipun tidak 

menjadi faktor utama, insentif dapat memberikan dorongan tambahan bagi petugas 

untuk menjalankan tugas dengan lebih maksimal. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan berbagai informan, mayoritas menilai bahwa insentif yang diberikan sudah 

cukup memadai, meskipun ada beberapa yang menginginkan adanya perbaikan. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Ibu Irma 

menjelaskan: 

“Insentif yang ada cukup memotivasi, meski masih bisa lebih baik. Namun, 

kami tetap berusaha memberikan pelayanan maksimal dengan atau tanpa 

insentif, karena ini adalah tanggung jawab kami.” 

 

Meskipun Ibu Irma mengakui bahwa insentif yang ada sudah cukup 

memotivasi, ia menekankan bahwa dedikasi dan komitmen petugas tetap menjadi 

prioritas utama. Bahkan tanpa insentif, petugas di Disdukcapil Kota Pekanbaru 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik karena mereka menganggap tugas ini 

sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. 
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Selanjutnya hasil wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan, Bapak Murdinal menyatakan: 

“Insentif cukup memadai, namun yang lebih penting adalah rasa tanggung 

jawab dan komitmen petugas. Kami lebih fokus pada peningkatan 

kompetensi dan kualitas kerja daripada insentif semata.” 

 

Bapak Murdinal menunjukkan bahwa insentif memang penting, tetapi lebih 

penting bagi petugas untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun insentif dapat menjadi motivator tambahan, 

faktor yang lebih mendasar dalam meningkatkan kualitas kerja adalah rasa 

tanggung jawab dan komitmen terhadap pekerjaan. Sementara itu, wawancara 

dengan Kepala UPTD Kecamatan Marpoyan Damai, Bapak Ranindra memberikan 

pandangan terkait insentif: 

“Insentif sangat memotivasi, meskipun kami lebih menilai dari segi 

pencapaian target dan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan adanya 

insentif, kami merasa lebih dihargai.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun insentif bukan satu-

satunya faktor pendorong, keberadaan insentif dapat memberikan rasa dihargai 

kepada petugas, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

disposisi petugas yang ditunjuk untuk pelaksanaan pelayanan penerbitan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) sangat mempengaruhi kualitas implementasi 

kebijakan tersebut. Dedikasi tinggi dan integritas yang baik dari petugas 

memastikan bahwa kebijakan IKD dapat dilaksanakan dengan baik dan pelayanan 

kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal. Meskipun insentif memiliki 
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peran dalam memotivasi petugas, faktor yang lebih penting adalah rasa tanggung 

jawab dan komitmen petugas dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan IKD, penting untuk terus 

memperhatikan dedikasi dan integritas petugas, serta memberikan insentif yang 

memadai yang dapat menjaga semangat kerja pegawai. 

 

d. Struktur Birokrasi 

 

Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir dengan baik sangat penting 

dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam kebijakan Penerbitan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. Struktur birokrasi yang 

efektif akan memastikan bahwa proses administratif dapat berjalan dengan lancar, 

komunikasi antar instansi terkait terjaga, dan prosedur yang ada dapat dijalankan 

dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Ibu Irma), Kepala UPTD Kecamatan, dan 

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, ditemukan bahwa adanya 

Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan koordinasi yang baik antara 

instansi terkait sangat berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan IKD. 

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman yang digunakan 

oleh petugas dalam menjalankan setiap proses administrasi terkait dengan 

penerbitan IKD. SOP yang jelas dan memadai membantu petugas untuk 

menjalankan tugas dengan efektif, menjaga konsistensi dalam proses, serta 

memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa 

informan, dapat disimpulkan bahwa SOP yang ada cukup membantu dalam proses 
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penerbitan IKD, meskipun ada beberapa bagian yang masih perlu disesuaikan 

dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan lapangan. Dari hasil wawancara 

dengan Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Ibu Irma menyatakan: 

“SOP yang ada sangat membantu dalam proses penerbitan IKD. 

Prosedurnya cukup jelas, namun kami terus melakukan evaluasi dan 

perbaikan agar lebih efektif.” 

 

Ibu Irma menekankan bahwa meskipun SOP yang ada sudah cukup jelas 

dan membantu dalam proses penerbitan IKD, evaluasi dan perbaikan secara terus-

menerus perlu dilakukan untuk memastikan prosedur tersebut tetap relevan dengan 

perkembangan teknologi inovasi pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya 

hasil wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Bapak 

Murdinal juga mengungkapkan: 

“SOP yang ada memandu kami dalam menjalankan tugas, meski masih ada 

beberapa tahap yang memerlukan pemahaman lebih mendalam dari petugas 

di lapangan.” 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP menjadi pedoman yang sangat 

berguna dalam menjalankan tugas, beberapa tahap dalam prosedur penerbitan IKD 

memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dari petugas, sehingga perlu adanya 

pelatihan lebih lanjut bagi petugas di lapangan untuk memastikan bahwa SOP dapat 

diterapkan dengan efektif. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Binawidya, 

Bapak Dedy mengatakan: 

“SOP yang ada sudah cukup membantu, meskipun ada beberapa hal yang 

masih perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kami terus berusaha 

menyesuaikan prosedur dengan situasi yang berkembang.” 

 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun SOP sudah memberikan 

panduan yang jelas, adaptasi terhadap kondisi lapangan yang terus berkembang 
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sangat penting agar SOP tetap dapat diterapkan dengan efektif. Kemudian hasil 

wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Tuah Madani, Ibu Syarifah 

menambahkan: 

“SOP sangat membantu, meski terkadang butuh pembaruan agar lebih 

efisien. Kami selalu mengingatkan petugas untuk mengikuti SOP dengan 

cermat.” 

 

Hal tersebut di atas, menunjukkan pentingnya pembaruan SOP secara 

berkala untuk mengakomodasi perubahan dalam prosedur dan teknologi, serta 

memastikan bahwa petugas selalu mengikuti prosedur dengan cermat. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi 

yang melibatkan SOP yang jelas dan koordinasi yang baik antar instansi terkait 

sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pelayanan penerbitan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. SOP yang ada cukup membantu 

petugas dalam menjalankan tugas, meskipun beberapa bagian perlu pembaruan 

untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi lapangan. 

Koordinasi yang baik antar Disdukcapil dan UPTD kecamatan memastikan bahwa 

proses administrasi berjalan dengan lancar. Untuk meningkatkan efektivitas 

implementasi kebijakan IKD, perlu adanya pembaruan SOP secara berkala serta 

pertemuan koordinasi yang lebih intensif antara instansi terkait untuk mengatasi 

tantangan yang ada, seperti sinkronisasi data dan jadwal. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Aktivasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi capaian aktivasi 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. Faktor-faktor ini dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi, yang mencakup aspek teknis, 

sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur pendukung. Meskipun ada 

peningkatan dalam angka aktivasi IKD pada tahun 2023, capaian yang masih 

berada jauh di bawah target menunjukkan bahwa berbagai tantangan dan hambatan 

perlu diperhatikan lebih lanjut. 

Berikut adalah pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

capaian aktivasi IKD di Kota Pekanbaru. 

a. Faktor Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat 

 

Sosialisasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan 

program aktivasi IKD. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Ibu Irma, dan Kepala 

UPTD Kecamatan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satunya melalui imbauan langsung 

untuk segera mengaktifkan IKD. Meskipun demikian, masih banyak 

masyarakat yang belum memahami pentingnya IKD dan belum menyadari 

manfaat jangka panjang dari memiliki Identitas Kependudukan Digital. 

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat 

Faktor utama yang menghambat capaian aktivasi IKD adalah 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melakukan registrasi dan 

aktivasi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Irma, meskipun sudah ada program 

dan layanan weekend khusus untuk aktivasi, partisipasi masyarakat masih 

terbatas. Banyak masyarakat yang belum merasa urgensi untuk beralih ke 
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Identitas Kependudukan Digital, meskipun kebijakan ini memiliki manfaat 

jangka panjang dalam efisiensi administrasi publik. 

 

 

c. Sosialisasi yang Tidak Merata 

 

Beberapa daerah di Kota Pekanbaru, khususnya yang memiliki akses 

terbatas terhadap informasi atau infrastruktur komunikasi, menghadapi 

kesulitan dalam menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun sosialisasi sudah dilakukan, namun akses terhadap informasi yang 

merata dan penyampaian yang mudah dipahami oleh semua kalangan masih 

menjadi tantangan besar dalam peningkatan aktivasi. 

Masalah terkait aplikasi IKD menjadi salah satu faktor signifikan yang 

memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivasi. Berdasarkan data 

umpan balik pengguna aplikasi IKD, lebih dari setengah dari sekitar 48 ribu orang 

memberikan penilaian negatif terhadap aplikasi ini, yang mengarah pada rendahnya 

rating aplikasi (3,4 dari 5 bintang). Masalah dalam user experience (UX) dan 

performansi aplikasi, seperti kesulitan dalam navigasi aplikasi, crash, dan 

lambatnya respon aplikasi, membuat banyak masyarakat merasa frustrasi dan 

enggan melanjutkan aktivasi. Hal ini memperburuk partisipasi masyarakat, karena 

mereka lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses aktivasi jika aplikasi tersebut 

tidak memberikan pengalaman yang memadai. 

Pelatihan dan keterampilan staf yang terlibat dalam proses aktivasi IKD juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan ini. Berdasarkan 

wawancara dengan kepala UPTD kecamatan dan pejabat terkait, meskipun jumlah 
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staf cukup memadai, ada kebutuhan untuk terus meningkatkan kompetensi teknis 

staf dalam mengelola aplikasi IKD dan menangani berbagai masalah teknis yang 

muncul. 

Kepala UPTD Kecamatan Binawidya (Bapak Dedy) dan Kepala UPTD 

Kecamatan Tuah Madani (Ibu Syarifah) mengungkapkan bahwa staf membutuhkan 

lebih banyak pelatihan tentang penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP sudah ada, staf 

perlu pemahaman lebih mendalam tentang teknologi yang digunakan, agar mereka 

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang datang untuk 

aktivasi. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Ibu Irma), SOP yang ada saat ini sudah cukup membantu, namun 

selalu ada ruang untuk evaluasi dan perbaikan. Meskipun target aktivasi IKD 

meningkat pada tahun 2023, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh 

prosedur administratif berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. 

Meskipun SOP yang ada cukup jelas dan membantu, beberapa bagian masih 

perlu disesuaikan dengan situasi lapangan. Koordinasi antara Disdukcapil, 

kecamatan, dan kelurahan juga perlu dilakukan secara lebih intensif untuk 

memastikan bahwa semua pihak bekerja sama dengan tujuan yang sama, sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Murdinal, meskipun koordinasi antar instansi sudah baik, tantangan dalam 

sinkronisasi data dan jadwal masih ada. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan 
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koordinasi melalui rapat rutin dan komunikasi terbuka antara instansi terkait sangat 

penting untuk memperlancar implementasi kebijakan ini. 

Meskipun insentif bukanlah faktor utama dalam meningkatkan kualitas 

kerja, berdasarkan wawancara dengan pejabat terkait, insentif yang diberikan 

kepada petugas turut memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih 

baik. Insentif membantu mendorong petugas untuk menyelesaikan proses aktivasi 

dengan cepat dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah aktivasi IKD. 

Sebagai tambahan pada faktor motivasi, petugas yang merasa dihargai 

dengan adanya insentif akan bekerja lebih baik dan lebih fokus dalam 

menyelesaikan tugas. Meski demikian, beberapa petugas mengungkapkan bahwa 

lebih penting untuk memiliki komitmen terhadap tanggung jawab dan kualitas 

pelayanan daripada semata-mata bergantung pada insentif material. 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

faktor yang memengaruhi capaian aktivasi IKD di Kota Pekanbaru. Faktor utama 

yang mempengaruhi adalah rendahnya kesadaran masyarakat, masalah dalam 

penggunaan aplikasi IKD, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan 

peningkatan kompetensi staf. Selain itu, meskipun prosedur administrasi dan SOP 

sudah ada, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian terhadap situasi yang 

berkembang untuk meningkatkan efisiensi. Dalam hal ini, peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam aktivasi IKD membutuhkan upaya lebih lanjut dari pemerintah 

Kota Pekanbaru, baik dalam hal penyuluhan, perbaikan aplikasi, maupun 

peningkatan fasilitas dan akses untuk seluruh lapisan masyarakat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota 

Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD, masih terdapat 

tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan 

wawancara dengan pejabat terkait, dapat disimpulkan bahwa proses 

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik, namun 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan keterbatasan akses terhadap 

teknologi (seperti internet yang tidak stabil) menjadi hambatan utama 

dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah telah mencoba berbagai 

strategi, seperti menyediakan layanan weekend khusus dan memberikan 

imbauan langsung kepada masyarakat, namun pencapaian partisipasi 

masyarakat yang masih rendah menunjukkan perlunya upaya yang lebih 

intensif dan inovatif untuk mencapai target yang ditetapkan. 

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian aktivasi IKD di Kota 

Pekanbaru dapat diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan hasil penelitian, 

antara lain: 
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a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera mengaktifkan IKD 

menjadi salah satu faktor utama. Meskipun pemerintah telah berupaya 

melakukan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang tidak merasa 

urgensi untuk segera melakukan aktivasi. 

b. 
Kendala pada aplikasi IK 
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erti masalah user experience (UX) dan 

 

performa teknis, turut mempengaruhi tingkat partisipasi. Aplikasi yang 

sulit digunakan dan performanya yang buruk menjadi salah satu alasan 

mengapa masyarakat enggan melanjutkan aktivasi IKD mereka. 

c. Walaupun jumlah staf di tingkat kecamatan sudah cukup memadai, 

terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan teknis bagi staf agar 

mereka dapat menangani masalah yang muncul dengan lebih efisien. 

Peningkatan kompetensi staf sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

d. Koordinasi antar instansi terkait, baik di tingkat Disdukcapil, 

kecamatan, maupun kelurahan, sangat penting dalam memastikan 

kelancaran proses aktivasi IKD. Meskipun koordinasi umumnya 

berjalan lancar, beberapa masalah, seperti sinkronisasi data dan jadwal, 

masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. 

 

B. Saran 

 

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD, 

pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dengan melibatkan RT/RW dan 

organisasi masyarakat untuk menjangkau kelompok yang sulit dijangkau, 

serta menyampaikan penjelasan yang lebih mendalam tentang manfaat dan 
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prosedur aktivasi. Selain itu, perbaikan pada aplikasi IKD perlu dilakukan 

dengan fokus pada peningkatan user experience dan performa teknis 

aplikasi, serta memperbaiki infrastruktur teknologi, termasuk akses internet 

di daerah terpencil. Terakhir, perluasan layanan khusus, seperti program 

weekend dan waktu fleksibel, akan memberikan kesempatan lebih bagi 

masyarakat yang kesulitan mengakses layanan di hari kerja. 

2. Untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD, pemerintah perlu memperkuat 

pelatihan staf di tingkat kecamatan dan kelurahan mengenai teknologi 

terbaru, khususnya terkait aplikasi IKD, agar mereka dapat memberikan 

layanan yang lebih baik dan cepat dalam mengatasi masalah teknis. Selain 

itu, koordinasi yang lebih efektif antara Disdukcapil, kecamatan, 

kelurahan, dan pihak terkait lainnya harus diperkuat, salah satunya melalui 

rapat koordinasi rutin untuk mengatasi masalah sinkronisasi data dan 

jadwal. Peningkatan akses teknologi dan literasi digital juga sangat penting, 

dengan menyediakan perangkat dan akses internet bagi masyarakat yang 

kesulitan. Terakhir, prosedur aktivasi IKD harus disederhanakan agar lebih 

mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat, dengan memberikan panduan 

yang jelas dan mudah diakses. 



90 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. 

 

Basri, A. B., Ramadhan, A. R., Alfiah, A., Fikri, W. K., Fadilah, M. R., Khaira, M., 

& Encep, M. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi 

Dalam Konsep Smart City Kota Bogor. Karimah Tauhid, 2(1). 

 

Gumilang, N. A. (2024). Studi Pustaka Adalah: Pengertian, Fungsi, Proses, dan 

Jenisnya. https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/ 

 

Harbani, P. (2016). Teori Administrasi Publik. Alfabeta. 

Hardiansyah, Z. (2023). Mengenal Identitas Kependudukan Digital atau KTP 

Digital dan Cara Membuatnya. 

https://tekno.kompas.com/read/2023/07/22/14450027/mengenal-identitas-

kependudukan-digital-atau-ktp-digital-dan-cara-membuatnya 

 

Mulyana, D. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu 

Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Remaja Rosdakarya. 

 

Nengtias, I. S., Susiantoro, A., & Hariyoko, Y. (2021). Implementasi Program 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor 

Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Praja: Jurnal Penelitian 

Administrasi Publik, 1(4). 

 

Nugroho, R. (2018). Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan 

Publik, Manajemen Politik, Etika Kebijakan Politik. Elexmedia 

Komputindo. 

 

Olivia,  L. (2023). KTP Masyarakat Pekanbaru Wajib Registrasi IKD. 

https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/01/19/ktp- 

masyarakat-pekanbaru-wajib-registrasi-ikd-begini-caranya 

 

Parsons, W. (2017). Publik Policy pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. 

Kencana. 

 

Putra, F. P., Suherman, A., & Firdayani, F. (2023). Inovasi Pelayanan E-Ktp 

Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan 

Daerah, 5(2). 

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/29055/pdf 



91 
 

 

 

 

 

 

 

Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di 

Kabupaten Bandung. Jurnal Registratie, 5(1), 69–86. 

https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148 

 

Sudjarwo, H. (2014). Buku Pintar Kependudukan. Gramedia Widia Sarana 

Indonesia. 

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. 

Susanti, U. (2023). Capaian IKD di Pekanbaru masih Jauh dari Target. 

https://www.cakaplah.com/berita/baca/100934/2023/07/30/capaian-ikd-di-

pekanbaru-masih-jauh-dari-target/#sthash.oLVrTq6x.dpbs 

 

Syahruddin. (2019). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi 

Kasus. Nusamedia. 

 

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan 

Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban, 3(1). 

https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11 

 

Winarno, B. (2017). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Pressindo. 



92 
 

 

DAFTAR WAWANCARA 

 

 

 

A. Pihak Disdukcapil Kota Pekanbaru 

1. Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru (Ibu Irma) 

a. Komunikasi 

1) Bagaimana proses penyampaian informasi terkait kebijakan 

penerbitan IKD kepada masyarakat dan staf pelaksana? Apakah ada 

hambatan dalam proses tersebut? 

2) Bagaimana kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, dan manfaat 

IKD bagi masyarakat? 

3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara aktivasi IKD? 

b. Sumber Daya 

1) Bagaimana Anda menilai jumlah dan kompetensi staf yang tersedia 

saat ini dalam pelaksanaan penerbitan IKD? 

2) Bagaimana akses Anda terhadap data jumlah penduduk yang wajib 

memiliki IKD? Apakah data ini mudah diakses dan akurat? 

3) Bagaimana Anda menjalankan wewenang dalam pelaksanaan 

kebijakan penerbitan IKD? 

4) Bagaimana ketersediaan fasilitas dan infrastruktur teknologi 

mendukung kelancaran penerbitan IKD? Apa saja kekurangan yang 

mungkin masih ada? 

c. Disposisi 

1) Bagaimana dedikasi dan integritas petugas yang ditunjuk 

memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan IKD? 

2) Bagaimana insentif yang diberikan memotivasi Anda dalam 

menjalankan tugas terkait penerbitan IKD? Apakah insentif tersebut 

cukup memadai untuk meningkatkan kualitas kerja? 
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d. Struktur Birokrasi 

1) Bagaimana SOP yang ada membantu Anda dalam menjalankan proses 

penerbitan IKD? Apakah prosedur tersebut sudah cukup jelas dan 

memadai? 

2) Bagaimana koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan 

penerbitan IKD? 

2. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (Bapak Murdinal) 

a. Komunikasi 

1) Bagaimana proses penyampaian informasi terkait kebijakan IKD 

kepada masyarakat dan staf pelaksana? Apakah ada hambatan dalam 

proses tersebut? 

2) Bagaimana kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, dan manfaat 

IKD bagi masyarakat? 

3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara aktivasi IKD? 

b. Sumber Daya 

1) Bagaimana Anda menilai jumlah dan kompetensi staf yang tersedia 

saat ini dalam pelaksanaan penerbitan IKD? 

2) Bagaimana akses Anda terhadap data jumlah penduduk yang wajib 

memiliki IKD? Apakah data ini mudah diakses dan akurat? 

c. Struktur Birokrasi 

1) Bagaimana SOP yang ada membantu Anda dalam menjalankan proses 

penerbitan IKD? Apakah prosedur tersebut sudah cukup jelas dan 

memadai? 

2) Bagaimana koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan 

penerbitan IKD? 

3. Kasie Inovasi Pelayanan (Ibu Wahyuni) 

a. Komunikasi 
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1) Bagaimana proses penyampaian informasi terkait kebijakan IKD 

kepada masyarakat dan staf pelaksana? Apakah ada hambatan dalam 

proses tersebut? 

2) Bagaimana kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, dan manfaat 

IKD bagi masyarakat? 

3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara aktivasi IKD? 

b. Sumber Daya 

1) Bagaimana ketersediaan fasilitas dan infrastruktur teknologi 

mendukung kelancaran penerbitan IKD? Apa saja kekurangan yang 

mungkin masih ada? 

B. Pihak UPTD Kecamatan 

1. Kepala UPTD Kecamatan Binawidya (Bapak Dedy) 

a. Komunikasi 

1) Bagaimana proses penyampaian informasi terkait kebijakan IKD 

kepada masyarakat dan staf pelaksana? Apakah ada hambatan dalam 

proses tersebut? 

2) Bagaimana kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, dan manfaat 

IKD bagi masyarakat? 

b. Sumber Daya 

1) Bagaimana Anda menilai jumlah dan kompetensi staf yang tersedia 

saat ini dalam pelaksanaan penerbitan IKD di kecamatan Anda? 

2) Bagaimana akses Anda terhadap data jumlah penduduk yang wajib 

memiliki IKD? Apakah data ini mudah diakses dan akurat? 

c. Disposisi 

1) Bagaimana dedikasi dan integritas petugas yang ditunjuk 

memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan IKD? 

2. Kepala UPTD Kecamatan Tuah Madani (Ibu Syarifah) 

a. Komunikasi 
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1) Bagaimana proses penyampaian informasi terkait kebijakan IKD 

kepada masyarakat dan staf pelaksana? Apakah ada hambatan dalam 

proses tersebut? 

2) Bagaimana kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, dan manfaat 

IKD bagi masyarakat? 

3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara aktivasi IKD? 

b. Sumber Daya 

1) Bagaimana Anda menilai jumlah dan kompetensi staf yang tersedia 

saat ini dalam pelaksanaan penerbitan IKD di kecamatan Anda? 

3. Kepala UPTD Kecamatan Marpoyan Damai (Bapak Ranindra) 

a. Komunikasi 

1) Bagaimana proses penyampaian informasi terkait kebijakan IKD 

kepada masyarakat dan staf pelaksana? Apakah ada hambatan dalam 

proses tersebut? 

2) Bagaimana kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, dan manfaat 

IKD bagi masyarakat? 

3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara aktivasi IKD? 

C. Pihak Masyarakat 

1. Masyarakat Pengguna Layanan (Bapak Abrar dan Bapak Tomy) 

a. Komunikasi 

1) Bagaimana Anda mendapatkan informasi terkait kebijakan penerbitan 

IKD? Apakah informasi tersebut mudah dipahami? 

2) Apakah Anda merasa informasi mengenai manfaat dan prosedur 

aktivasi IKD cukup jelas? 

b. Alasan Aktivasi IKD 

1) Apa kendala yang Anda alami dalam melakukan aktivasi IKD? 

2) Apa yang Anda harapkan dari pemerintah dalam hal sosialisasi dan 

kemudahan aktivasi IKD? 
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HASIL WAWANCARA 
 

No Pihak Informan Pertanyaan 

1 Kepala Disdukcapil (Ibu Irma) Komunikasi 

1a Proses penyampaian informasi terkait 

kebijakan IKD kepada masyarakat dan staf 

pelaksana? Apakah ada hambatan? 

"Penyampaian dilakukan lewat 

media sosial, kelurahan, dan 

kecamatan. Hambatan yang ada 

biasanya  sinyal  internet  yang 
buruk di beberapa daerah." 

1b Kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, 

dan manfaat IKD bagi masyarakat? 

"Secara umum sudah jelas, tapi 

masyarakat masih perlu waktu 

untuk memahami sepenuhnya." 

1c Hambatan dalam memastikan masyarakat 

memahami manfaat dan cara aktivasi IKD? 

"Literasi digital masih rendah, 

jadi banyak yang kesulitan 

mengikuti prosedur aktivasi." 

2 Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan (Bapak Murdinal) 

Komunikasi 

2a Proses penyampaian informasi terkait 

kebijakan IKD kepada masyarakat dan staf 

pelaksana? Apakah ada hambatan? 

"Penyampaian dilakukan secara 

langsung melalui kelurahan dan 

grup    WhatsApp,    tetapi 

kurangnya respon dari 

masyarakat menjadi tantangan." 

2b Kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, 

dan manfaat IKD bagi masyarakat? 

"Kami sudah mencoba membuat 

informasi sesederhana mungkin, 

meskipun ada yang masih 

bingung." 

2c Hambatan dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara 

aktivasi IKD? 

"Masih banyak masyarakat yang 

belum memahami teknologi, dan 

kadang informasi yang diberikan 

tidak cukup jelas." 
3 Kasie Inovasi Pelayanan (Ibu Wahyuni) Komunikasi 

3a Proses penyampaian informasi terkait 

kebijakan IKD kepada masyarakat dan staf 

pelaksana? Apakah ada hambatan? 

"Kami menggunakan berbagai 

saluran komunikasi seperti 

WhatsApp dan media sosial, 

namun kesulitan dalam distribusi 

informasi di daerah terpencil." 

3b Kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, 

dan manfaat IKD bagi masyarakat? 

"Secara keseluruhan, informasi 

sudah cukup jelas, tetapi 

penjelasan lebih mendalam 

mungkin diperlukan untuk 

beberapa lapisan masyarakat." 
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No Pihak Informan Pertanyaan 

3c Hambatan dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara 

aktivasi IKD? 

"Kendala terbesar adalah 

rendahnya literasi digital, 

terutama di daerah yang belum 

familiar dengan teknologi." 

4 Kepala UPTD Kecamatan Binawidya 

(Bapak Dedy) 

Komunikasi 

4a Proses penyampaian informasi terkait 

kebijakan IKD kepada masyarakat dan staf 

pelaksana? Apakah ada hambatan? 

"Kami menggunakan media 

sosial dan grup WhatsApp untuk 

menyebarkan informasi. 

Hambatannya ada pada respon 
masyarakat yang lambat." 

4b Kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, 

dan manfaat IKD bagi masyarakat? 

"Informasi sudah jelas, namun 

masih ada yang tidak paham, 

terutama dalam hal prosedur 

aktivasi." 

4c Hambatan dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara 

aktivasi IKD? 

"Masih banyak yang bingung 

cara aktivasi karena kurangnya 

panduan yang jelas." 

5 Kepala UPTD Kecamatan Tuah Madani 

(Ibu Syarifah) 

Komunikasi 

5a Proses penyampaian informasi terkait 

kebijakan IKD kepada masyarakat dan staf 

pelaksana? Apakah ada hambatan? 

"Informasi disebarkan melalui 

kelurahan dan media sosial. 

Hambatan utama adalah akses 

internet yang terbatas." 

5b Kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, 

dan manfaat IKD bagi masyarakat? 

"Sebagian besar sudah 

memahami, namun ada beberapa 

masyarakat yang masih kesulitan 

memahami tujuan dari IKD." 

5c Hambatan dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara 

aktivasi IKD? 

"Kesulitan dalam menjangkau 

masyarakat yang tidak terbiasa 

dengan teknologi dan akses yang 

terbatas." 

6 Kepala UPTD Kecamatan Marpoyan Damai 

(Bapak Ranindra) 

Komunikasi 

6a Proses penyampaian informasi terkait 

kebijakan IKD kepada masyarakat dan staf 

pelaksana? Apakah ada hambatan? 

"Proses komunikasi dilakukan 

melalui media sosial dan 

kelurahan, namun terkendala 

sinyal dan kecepatan internet." 

6b Kejelasan informasi terkait tujuan, prosedur, 

dan manfaat IKD bagi masyarakat? 

"Informasi sudah cukup jelas, 

namun beberapa masyarakat 

merasa informasi yang diberikan 

kurang detail." 

6c Hambatan dalam memastikan bahwa 

masyarakat memahami manfaat dan cara 
aktivasi IKD? 

"Kendala terbesar adalah 

minimnya  pemahaman  tentang 
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  teknologi di kalangan 

masyarakat." 

7 Masyarakat Pengguna Layanan (Bapak 

Abrar & Bapak Tomy) 

Komunikasi 

7a Bagaimana Anda mendapatkan informasi 

terkait kebijakan penerbitan IKD? Apakah 

informasi tersebut mudah dipahami? 

"Saya mendapat informasi lewat 

media sosial dan pengumuman di 

kelurahan. Beberapa info mudah 

dipahami,   namun   beberapa 
bagian cukup membingungkan." 

7b Apakah Anda merasa informasi mengenai 

manfaat dan prosedur aktivasi IKD cukup 

jelas? 

"Secara umum informasi sudah 

jelas, namun penjelasan tentang 

cara aktivasi masih perlu 

diperjelas." 

7c Kendala yang Anda alami dalam melakukan 

aktivasi IKD? 

"Kendala utama adalah koneksi 

internet yang sering putus, dan 

kadang saya bingung dengan 

prosedur aktivasi yang cukup 

panjang." 

7d Apa yang Anda harapkan dari pemerintah 

dalam hal sosialisasi dan kemudahan aktivasi 

IKD? 

"Harapannya ada panduan yang 

lebih jelas, terutama untuk orang 

yang tidak familiar dengan 

teknologi." 

8 Kepala UPTD Kecamatan Binawidya 

(Bapak Dedy) 

Sumber Daya 

8a Menilai jumlah dan kompetensi staf yang 

tersedia saat ini dalam pelaksanaan penerbitan 

IKD di kecamatan Anda? 

"Jumlah staf kami cukup, namun 

perlu peningkatan dalam hal 

pelatihan teknis agar bisa 

menangani masalah dengan lebih 

efektif." 

8b Akses Anda terhadap data jumlah penduduk 

yang wajib memiliki IKD? Apakah data ini 

mudah diakses dan akurat? 

"Data dari Disdukcapil cukup 

akurat dan bisa diakses dengan 

baik, meskipun ada beberapa 

kendala dalam hal sinkronisasi 

data antara tingkat kelurahan dan 
kecamatan." 

9 Kepala UPTD Kecamatan Tuah Madani 

(Ibu Syarifah) 

Sumber Daya 

9a Menilai jumlah dan kompetensi staf yang 

tersedia saat ini dalam pelaksanaan penerbitan 

IKD di kecamatan Anda? 

"Jumlah staf sudah memadai, 

namun kompetensi dalam 

teknologi digital perlu 

ditingkatkan. Kami akan 

mengadakan pelatihan untuk itu." 
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9b Akses Anda terhadap data jumlah penduduk 

yang wajib memiliki IKD? Apakah data ini 

mudah diakses dan akurat? 

"Data penduduk yang wajib IKD 

mudah diakses, namun ada 

beberapa catatan tentang data 

yang masih perlu diperbaharui." 

10 Kepala UPTD Kecamatan Marpoyan Damai 

(Bapak Ranindra) 

Sumber Daya 

10a Menilai jumlah dan kompetensi staf yang 

tersedia saat ini dalam pelaksanaan penerbitan 

IKD di kecamatan Anda? 

"Staf kami cukup, tapi mereka 

membutuhkan lebih banyak 

pelatihan tentang penggunaan 

teknologi terbaru untuk 

mengelola proses IKD dengan 
lebih baik." 

10b Akses Anda terhadap data jumlah penduduk 

yang wajib memiliki IKD? Apakah data ini 

mudah diakses dan akurat? 

"Data penduduk yang wajib IKD 

cukup akurat, meskipun di 

lapangan terkadang ada data 

yang belum lengkap atau 

terupdate." 

11 Masyarakat Pengguna Layanan (Bapak 

Abrar & Bapak Tomy) 

Alasan Aktivasi IKD 

11a Apa kendala yang Anda alami dalam 

melakukan aktivasi IKD? 

"Kendala  terbesar adalah 

prosedur aktivasi yang  agak 

rumit dan akses internet yang 

tidak stabil." 

11b Apa yang Anda harapkan dari pemerintah 

dalam hal sosialisasi dan kemudahan aktivasi 

IKD? 

"Kami berharap pemerintah lebih 

proaktif dalam memberikan 

informasi yang lebih jelas dan 

mudah diakses, serta membuat 

sistem aktivasi yang lebih 

sederhana." 

12 Masyarakat Pengguna Layanan (Bapak 

Abrar & Bapak Tomy) 

Komunikasi 

12a Bagaimana Anda mendapatkan informasi 

terkait kebijakan penerbitan IKD? Apakah 

informasi tersebut mudah dipahami? 

"Saya mendapatkan informasi 

melalui media sosial dan 

pemberitahuan langsung dari 

petugas  kecamatan.  Namun, 

masih ada kebingungannya 

terkait beberapa detail." 

12b Apakah Anda merasa informasi mengenai 

manfaat dan prosedur aktivasi IKD cukup 

jelas? 

"Sebagian besar informasi sudah 

cukup jelas, tetapi lebih baik 

kalau ada penjelasan lebih detail 

tentang manfaat IKD dan cara 

aktivasi." 

13 Masyarakat Pengguna Layanan (Bapak 

Abrar & Bapak Tomy) 

Alasan Aktivasi IKD 
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13a Apa kendala yang Anda alami dalam 

melakukan aktivasi IKD? 

"Beberapa kendala seperti 

kesulitan dalam mengakses 

aplikasi, serta tidak semua tempat 

memiliki fasilitas untuk 

aktivasi." 

13b Apa yang Anda harapkan dari pemerintah 

dalam hal sosialisasi dan kemudahan aktivasi 

IKD? 

"Pemerintah sebaiknya lebih 

banyak mengadakan sosialisasi 

langsung ke masyarakat, 

terutama di tingkat RT atau RW, 

serta memberikan fasilitas lebih 
baik." 

14 Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru (Ibu 

Irma) 

Disposisi 

14a Bagaimana dedikasi dan integritas petugas 

yang ditunjuk memengaruhi kualitas 

pelaksanaan kebijakan IKD? 

"Dedikasi dan integritas petugas 

sangat   penting. Kami 

memastikan bahwa semua 

petugas memiliki komitmen 

tinggi dalam menjalankan tugas, 

karena keberhasilan pelaksanaan 

IKD bergantung pada kualitas 
pelayanan." 

14b Bagaimana insentif yang diberikan memotivasi 

Anda dalam menjalankan tugas terkait 

penerbitan IKD? Apakah insentif tersebut 

cukup memadai untuk meningkatkan kualitas 

kerja? 

"Insentif yang ada cukup 

memotivasi, meski masih bisa 

lebih baik. Namun, kami tetap 

berusaha memberikan pelayanan 

maksimal dengan atau tanpa 

insentif, karena ini adalah 

tanggung jawab kami." 

15 Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan (Bapak Murdinal) 

Disposisi 

15a Bagaimana dedikasi dan integritas petugas 

yang ditunjuk memengaruhi kualitas 

pelaksanaan kebijakan IKD? 

" Kami selalu menekankan 

pentingnya profesionalisme, 

sehingga semua petugas 

memahami  peranannya  dalam 
keberhasilan program IKD." 

15b Bagaimana insentif yang diberikan memotivasi 

Anda dalam menjalankan tugas terkait 

penerbitan IKD? Apakah insentif tersebut 

cukup memadai untuk meningkatkan kualitas 

kerja? 

"Insentif cukup memadai, namun 

yang lebih penting adalah rasa 

tanggung jawab dan komitmen 

petugas. Kami lebih fokus pada 

peningkatan kompetensi dan 

kualitas kerja daripada insentif 

semata." 
16 Kasie Inovasi Pelayanan (Ibu Wahyuni) Disposisi 



101 
 

 

 

 

 

 

No Pihak Informan Pertanyaan 

16a Bagaimana dedikasi dan integritas petugas 

yang ditunjuk memengaruhi kualitas 

pelaksanaan kebijakan IKD? 

"Dedikasi petugas sangat 

mempengaruhi hasil pelaksanaan 

kebijakan. Jika petugas memiliki 

integritas tinggi, mereka akan 

bekerja maksimal, memastikan 

pelayanan yang tepat dan cepat." 

16b Bagaimana insentif yang diberikan memotivasi 

Anda dalam menjalankan tugas terkait 

penerbitan IKD? Apakah insentif tersebut 

cukup memadai untuk meningkatkan kualitas 

kerja? 

"Insentif yang diberikan cukup 

membantu dalam memotivasi 

petugas untuk bekerja lebih baik. 

Namun, saya rasa pengembangan 

kapasitas dan penghargaan non-

material  juga  penting  untuk 
menjaga semangat kerja." 

17 Kepala UPTD Kecamatan Binawidya 

(Bapak Dedy) 

Disposisi 

17a Bagaimana dedikasi dan integritas petugas 

yang ditunjuk memengaruhi kualitas 

pelaksanaan kebijakan IKD? 

"Dedikasi petugas sangat 

mempengaruhi kualitas kerja. 

Jika mereka berkomitmen tinggi 

dan memiliki integritas, tentu 

saja pelayanan kepada 

masyarakat    akan    lebih 
maksimal." 

17b Bagaimana insentif yang diberikan memotivasi 

Anda dalam menjalankan tugas terkait 

penerbitan IKD? Apakah insentif tersebut 

cukup memadai untuk meningkatkan kualitas 

kerja? 

"Insentif memang bisa jadi 

pemacu semangat, namun yang 

lebih penting adalah kesadaran 

dan tanggung jawab setiap 

petugas terhadap tugas yang 

diberikan. Saya rasa insentif yang 

ada cukup untuk memotivasi, 

meskipun ada beberapa yang 

perlu diperhatikan." 

18 Kepala UPTD Kecamatan Tuah Madani 

(Ibu Syarifah) 

Disposisi 

18a Bagaimana dedikasi dan integritas petugas 

yang ditunjuk memengaruhi kualitas 

pelaksanaan kebijakan IKD? 

"Dengan dedikasi dan integritas 

yang baik dari petugas, kami 

dapat memastikan bahwa proses 

penerbitan IKD berjalan dengan 

lancar. Petugas yang jujur dan 

berintegritas akan menghindari 

kesalahan dan meminimalisir 

penundaan." 

18b Bagaimana insentif yang diberikan memotivasi 

Anda dalam menjalankan tugas terkait 

penerbitan IKD? Apakah insentif tersebut 

"Insentif yang diberikan cukup 

membantu memotivasi petugas, 

tetapi saya lebih memandang 

insentif sebagai tambahan saja. 
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 cukup memadai untuk meningkatkan kualitas 

kerja? 

Yang terpenting adalah 

memastikan kualitas layanan 

yang baik bagi masyarakat." 

19 Kepala UPTD Kecamatan Marpoyan Damai 

(Bapak Ranindra) 

Disposisi 

19a Bagaimana dedikasi dan integritas petugas 

yang ditunjuk memengaruhi kualitas 

pelaksanaan kebijakan IKD? 

"Dedikasi petugas di kecamatan 

kami sangat baik. Mereka bekerja 

penuh tanggung jawab, meskipun 

terkadang ada tantangan dalam 
hal volume pekerjaan." 

19b Bagaimana insentif yang diberikan memotivasi 

Anda dalam menjalankan tugas terkait 

penerbitan IKD? Apakah insentif tersebut 

cukup memadai untuk meningkatkan kualitas 

kerja? 

"Insentif sangat memotivasi, 

meskipun kami lebih menilai dari 

segi pencapaian target dan 

kualitas pelayanan yang 

diberikan. Dengan adanya 

insentif, kami merasa lebih 

dihargai." 

20 Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru (Ibu 

Irma) 

Struktur Birokrasi 

20a Bagaimana SOP yang ada membantu Anda 

dalam menjalankan proses penerbitan IKD? 

Apakah prosedur tersebut sudah cukup jelas 

dan memadai? 

"SOP yang ada sangat membantu 

dalam proses penerbitan IKD. 

Prosedurnya cukup jelas, namun 

kami terus melakukan evaluasi 

dan perbaikan agar lebih efektif." 

20b Bagaimana koordinasi antar instansi terkait 

dalam pelaksanaan penerbitan IKD? 

"Koordinasi antar instansi terkait 

cukup baik. Kami selalu 

berkomunikasi dengan pihak lain 

seperti kecamatan dan pihak 

terkait lainnya untuk memastikan 

proses berjalan lancar." 

21 Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan (Bapak Murdinal) 

Struktur Birokrasi 

21a Bagaimana SOP yang ada membantu Anda 

dalam menjalankan proses penerbitan IKD? 

Apakah prosedur tersebut sudah cukup jelas 

dan memadai? 

"SOP yang ada memandu kami 

dalam menjalankan tugas, meski 

masih ada beberapa tahap yang 

memerlukan pemahaman lebih 

mendalam dari petugas di 

lapangan." 

21b Bagaimana koordinasi antar instansi terkait 

dalam pelaksanaan penerbitan IKD? 

"Koordinasi antar instansi cukup 

baik, meskipun terkadang ada 

tantangan dalam hal sinkronisasi 

data dan jadwal. Kami selalu 

berusaha mengatasi hal tersebut 

dengan rapat rutin dan 

komunikasi terbuka." 
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22 Kasie Inovasi Pelayanan (Ibu Wahyuni) Struktur Birokrasi 

22a Bagaimana SOP yang ada membantu Anda 

dalam menjalankan proses penerbitan IKD? 

Apakah prosedur tersebut sudah cukup jelas 

dan memadai? 

"SOP yang ada sangat 

membantu. Namun, prosedur 

terkadang memerlukan 

pembaruan untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan teknologi 

dan kebutuhan masyarakat." 

22b Bagaimana koordinasi antar instansi terkait 

dalam pelaksanaan penerbitan IKD? 

"Koordinasi dengan instansi 

terkait umumnya berjalan lancar. 

Kami sudah melakukan beberapa 

pertemuan  koordinasi  untuk 

memastikan semua pihak terlibat 

secara optimal." 

23 Kepala UPTD Kecamatan Binawidya 

(Bapak Dedy) 

Struktur Birokrasi 

23a Bagaimana SOP yang ada membantu Anda 

dalam menjalankan proses penerbitan IKD? 

Apakah prosedur tersebut sudah cukup jelas 

dan memadai? 

"SOP yang ada sudah cukup 

membantu, meskipun ada 

beberapa hal yang masih perlu 

disesuaikan dengan kondisi 

lapangan. Kami terus berusaha 

menyesuaikan prosedur dengan 

situasi yang berkembang." 

23b Bagaimana koordinasi antar instansi terkait 

dalam pelaksanaan penerbitan IKD? 

"Koordinasi antar instansi 

berjalan dengan baik. Kami 

selalu memastikan bahwa semua 

pihak yang terlibat, baik di 

tingkat kecamatan maupun 

kelurahan, memiliki pemahaman 

yang sama." 

24 Kepala UPTD Kecamatan Tuah Madani 

(Ibu Syarifah) 

Struktur Birokrasi 

24a Bagaimana SOP yang ada membantu Anda 

dalam menjalankan proses penerbitan IKD? 

Apakah prosedur tersebut sudah cukup jelas 

dan memadai? 

"SOP sangat membantu, meski 

terkadang butuh pembaruan agar 

lebih efisien. Kami selalu 

mengingatkan petugas untuk 

mengikuti SOP dengan cermat." 

24b Bagaimana koordinasi antar instansi terkait 

dalam pelaksanaan penerbitan IKD? 

"Koordinasi antar instansi cukup 

baik. Kami selalu memastikan 

adanya komunikasi yang baik 

antara UPTD dan pihak lain yang 

terlibat." 

25 Kepala UPTD Kecamatan Marpoyan Damai 

(Bapak Ranindra) 

Struktur Birokrasi 
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No Pihak Informan Pertanyaan 

25a Bagaimana SOP yang ada membantu Anda 

dalam menjalankan proses penerbitan IKD? 

Apakah prosedur tersebut sudah cukup jelas 

dan memadai? 

"SOP sudah sangat membantu. 

Kami menjalankan prosedur 

tersebut dengan sebaik mungkin, 

meskipun terkadang ada 

beberapa bagian yang perlu 

penyesuaian." 

25b Bagaimana koordinasi antar instansi terkait 

dalam pelaksanaan penerbitan IKD? 

"Koordinasi antar instansi di 

tingkat kecamatan cukup lancar. 

Kami bekerja sama dengan 

Disdukcapil dan pihak kelurahan 

untuk   memastikan   proses 
berjalan tanpa kendala." 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Foto Di Halaman Kantor Mal Pelayaan 

Publik Di Dinas DisdukCapil Kota Pekanbaru 

Foto Besama Ibuk SUBAG PIAK 

(Pengelolahan Informasi Administrasi 

Ke Pendudukan) 
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Wawancara Besama Kabid Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayaan Di kelurahan 

Binawidiya Dan Tuah Madani 
 

 

Foto Bersama Staf Pelayan Utama Di Kelurahan Marpoyan Damai 
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Kegiatan Sosialisasi IKD (Indentitas Kependudukan Digital) Yang Dilakukan 

DisdukCapil Upaya Untuk Menigkatakan Kesadaran Masarakat Melakukan 

Registarai IKD Khususnya Di Kota Pekanbaru 
 

 

Pelayanan Yang Baik Oleh Pegawai Disdukcapil Dan Amtusias Masyarakat 

Melakukan Aktivasi IKD Sehingga Tercapainya Indeks Kepuasan Mayarakat 

(IKM) 
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Ini Adalah Cnotoh Staf/Pegawai Yang Telah Melakukan Aktivasi Dan Registrasi I 

Di Aplikasi IKD 

 

 

 

Di Atas ini Adalah contoh tampilan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang 

telah terdaftar secara resmi. IKD memiliki keunggulan karena dapat diakses dengan 

mudah kapan saja dan dibawa ke mana pun melalui perangkat digital, sehingga 

lebih praktis dibandingkan dengan kartu fisik. 
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MATRIKS REVISI SKRIPSI 

Nama : Regi Juniko Putra 

NPM 207110076 

Perogram Studi : Administrasi Publik 
 

 

 Tim Penguji Saran Perbaikan 

1 Kartius S.Sos., M.AP Perdalam Pembahasan 

Mengenai IKD Dan 

Pentingnya IKD Sehingga 

Masyarakat Melakukan 

Registrasi IKD Dan 

Merubah Dari Kartu 

Elektronik Menjadi Digital 

Sudah 

Diperbaiki 

2 Drs. Parjiyana, M.Si Perbaikan Sesuai Saran 

Yang Telah Di Berikan 

Yaitu Mengubah Dibagian 

Pengantar Kesalahan Atas 

Nma Dosen Pembimbing 

Sudah 

Diperbaiki 

3 Ema Fitri Lubis, S, Sos., MSi Menambahkan Penjelasan 

Dan Contoh Bahwa 

Penelitian Telah 

Melakuakan Registrasi 

IKD & Keunggulan Apa 

saja Yang Terdapat 

Diaplikasi IKD 

Sudah 

Diperbaiki 

 


